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ABSTRAK 

Tirtasari, Nanda Faragita 2024. Analisis Maṣlaḥah terhadap Kontrak Baku 

pada Pembiayaan Akad Mushārakah Mutanāqiṣah di BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Fuady Abdullah, M.A 

Kata Kunci/Keywords: Maṣlaḥah, Kontrak Baku, Akad Mushārakah 

Mutanāqiṣah.  

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kontrak baku pada lembaga 

keuangan syariah yang dimana seharusnya pembuatan kontrak yang baik dan adil 

adalah dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Kontrak baku ini 

diperbolehkan namun akan menjadi masalah ketika terjadi wanprestasi diantara 

kedua belah pihak ternyata pihak nasabah yang paling banyak mengalami 

kerugian. Seperti halnya pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo dalam pembuatan 

kontrak akad mushārakah mutanāqiṣah menggunakan kontrak baku yang terkait 

dengan proses pengajuan pembiayaan serta klausula-klausulanya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis maṣlaḥah terhadap 

proses pengajuan pembiayaan pada pembiayaan akad mushārakah mutanāqiṣah di 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan analisis maṣlaḥah terhadap klausula baku 

pada pembiayaan akad mushārakah mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan 

tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Proses pengajuan 

pembiayaan akad mushārakah mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

ditinjau dengan maṣlaḥah belum mengandung unsur maṣlaḥah meskipun terdapat 

manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, karena manfaat yang dirasakan 

atau diberikan lebih banyak kepada pihak BMT. Manfaat yang dirasakan pihak 

anggota yaitu hanya persyaratan yang mudah untuk cepat mendapatkan 

pembiayaan dari pihak BMT. Tentunya hal ini pihak anggota masih dianggap 

lemah karena bagi anggota yang terpenting adalah tetap mendapatkan pembiayaan 

dari pihak BMT. 2) Bahwa dalam beberapa pasal atau ketentuan klausula baku 

ada unsur maṣlaḥah namun dalam klausula baku tersebut tidak ada unsur 

transparan dalam perhitungan jumlah angsuran, jadi pihak BMT terkesan 

menutupi jumlah keuntungan yang mereka dapatkan dari adanya angsuran 

tersebut. Dengan tidak adanya unsur transparan tersebut bisa dilihat bahwa 

memang pihak BMT tidak ingin anggotanya tau bahwa mereka mengambil 

keuntungan yang besar dari sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan syariah saat ini terus berkembang di sektor 

keuangan Indonesia maupun dunia. Dengan berbagai kemudahan yang 

dimiliki membuat lembaga keuangan syariah terus berkembang pesat. Salah 

satu kemudahannya adalah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya 

dengan bebas riba. Di mana riba sendiri dilarang oleh hukum Islam, maka dari 

itu muncullah sistem keuangan syariah yang bebas dari riba.  

Lembaga keuangan syariah melakukan pendanaan kepada masyarakat 

dengan memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan dana. 

Tujuan dari adanya pembiayaan adalah untuk peningkatan ekonomi umat yang 

artinya masyarakat yang tadinya tidak mendapat akses ekonomi maka dengan 

adanya pembiayaan ini mereka dapat melakukan akses ekonomi, pembiyaan 

juga bisa dijadikan sebagai penambahan dana untuk modal usaha, serta 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. 

Pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
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pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.1 

Sebelum para pihak melakukan pembiayaan perlu adanya sebuah akad 

atau kontrak. Pembuatan akad yang baik dan adil adalah dengan menggunakan 

asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak artinya adalah setiap orang 

bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa menjalankan perjanjian.2 

Dalam hal ini kebebasan berkontrak yaitu kebebasan bagi para pihak untuk 

menentukan isi, berlakunya kontrak dan syarat-syarat perjanjian. Bahwa pihak 

lembaga keuangan syariah maupun nasabah berhak ikut campur atau 

bernegosiasi menentukan isi kontrak.  

BMT Hasanah Jabung Ponorogo merupakan lembaga keuangan 

syariah bukan bank yang salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan. 

Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah atau anggota adalah 

mushārakah mutanāqiṣah. Mushārakah mutanāqiṣah merupakan kerja sama 

antara para pihak guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut 

dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang 

akan dibagi bersama dengan pihak bank di mana kerja sama ini akan 

mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh 

                                                             
1
 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12. 

2
 Ery Agus Priyono dan Katya Nabila, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam 

Praktik Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan,” Law, Development & Justice Review,Vol. 1 

(Mei 2022), 30. 
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pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang 

lain bertambah hak kepemilikannya.3  

Pada saat melakukan pembiayaan tentunya nasabah harus melewati 

beberapa proses pengajuan pembiayaan seperti persyaratan pengajuan 

pembiayaan, jaminan yang harus dipakai, survei serta adanya kontrak 

perjanjian yang harus disepakati bersama. Begitu pula seperti yang terjadi di 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 

harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tanda 

bahwa nasabah tersebut telah siap untuk melakukan pembiayaan.  

Persyaratan-persyaratan atau peraturan tersebut dibuat secara sepihak 

oleh BMT Hasanah, yang di mana nasabah sebagai penerima fasilitas 

pembiayaan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi tentang klausula 

atau isi kontrak pada akad pembiayaan mushārakah mutanāqiṣah. Peraturan 

yang telah dibuat tersebut dijadikan sebagai suatu kebijakan oleh lembaga, 

sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan harus mengikuti kebijakan 

dalam akad pembiayaan yang telah dibuat oleh BMT Hasanah.  

Maka dalam hal ini, kedudukan nasabah masih dianggap lemah atau 

merasa dirugikan apabila terjadi kasus hukum atau adanya persengketaan 

antara pihak bank dengan pihak nasabah. Tingkat kesadaran masyarakat akan 

hak-hak yang belum terpenuhi masih rendah, hal inilah yang menjadikan 

faktor utama atas kelemahan konsumen, terutama disebabkan oleh rendahnya 

                                                             
3
 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: 

Reflika Aditama, 2017), 160. 
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pendidikan konsumen. Maka dari itu para konsumen merupakan golongan 

yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan 

seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, yang mana adanya suatu undang- undang merupakan kebutuhan 

hajat manusia. Karena dengan adanya undang- undang, masyarakat dapat 

diatur, kezaliman dapat dicegah, hak-hak manusia dapat dijamin, keadilan 

dapat terlaksana dan dengan undang-undang inilah.suatu bangsa diarahkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berprinsip bahwa klausula 

baku tidak dibenarkan jika isi perjanjian itu lebih bersifat sepihak dan lebih 

merugikan kepentingan konsumen. Maka, dibuatnya Undang-Undang tersebut 

sebagai landasan atau badan hukum yang kuat bagi para pemerintah ataupun 

masyarakat itu sendiri guna melakukan pemberdayaan konsumen.4 

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah salah satu tujuan 

utamanya ialah untuk kemaslahatan umat. Dalam hukum kontrak syariah 

terdapat asas-asas perjanjian yang di mana salah satunya yaitu asas 

kemaslahatan. Imam al-Syatibi dari Mazhab Maliki dalam al-Muwafaqat 

menyatakan “segala hukum Muamalat dan segala hukum syarat dapat 

diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu didirikan atas pemeliharaan 

maslahat yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mudarat 

dari mereka. Atau dengan ibarat lain, segala hukum itu didasarkan bahwa 

                                                             
4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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ialah yang memberi mandat boleh diperbuat dan memberi mudarat adalah 

haram (tidak dapat diperbuat).5 

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh 

para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak 

boleh menimbulkan kerugian (mudharat). Apabila dalam pelaksanaan akad 

terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta 

membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga 

memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada 

batas yang masuk akal.6  

Dalam pengambilan kebijakan pada akad mushārakah mutanāqiṣah di 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo tentunya mereka memiliki suatu alasan 

tersendiri atas kebijakan yang telah mereka buat terkait dengan pembuatan 

kontrak yang dilakukan secara sepihak. Pembuatan kebijakan tersebut 

tentunya juga dipertimbangkan menurut asas manfaat atau maṣlaḥah agar 

tidak merugikan salah satu pihak dan juga agar menimbulkan kemanfaatan 

untuk kedua belah pihak.  

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, peneliti akan 

melakukan analisis pada kontrak baku tersebut yang di dalamnya terdapat 

kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam proses pengajuan pembiayaan dari 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang harus dipenuhi oleh nasabah, serta 

analisis terhadap klausula baku pada akad pembiayaan mushārakah 

                                                             
5

Munadi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah,” Jurnal 

Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Dan Humaniora, Vol. 4 (2018), 102. 
6
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 90. 
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mutanāqiṣah yang dilakukan oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo dengan 

menggunakan konsep maṣlaḥah. 

Penelitian ini dilakukan peneliti di BMT Hasanah Jabung karena 

banyaknya minat masyarakat kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Serta 

menggunakan akad mushārakah mutanāqiṣah karena akad tersebut merupakan 

akad yang paling banyak diminati oleh nasabah, sehingga penggunaan akad  

mushārakah mutanāqiṣah di penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wakil 

dari semua akad yang ada di BMT Hasanah Jabung. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, karena peneliti melakukan 

penelitian berdasarkan fakta di lapangan.  Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah maṣlaḥah, akad mushārakah mutanāqiṣah dan kontrak 

baku, karena masalah dalam penelitian erat berkaitan dengan teori-teori 

tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat judul “Analisis 

Maṣlaḥah terhadap Kontrak Baku pada Pembiayaan Akad Mushārakah 

Mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana analisis Maṣlaḥah terhadap Proses Pengajuan Pembiayaan 

pada pembiayaan akad Mushārakah Mutanāqiṣah di BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo?  

2. Bagaimana analisis Maṣlaḥah terhadap Klausula Baku pada pembiayaann  
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akad Mushārakah Mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan Proses Pengajuan 

Pembiayaan yang ada di BMT Hasanah Jabung Ponorogo pada 

pembiayaan akad mushārakah mutanāqiṣah . 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan klausula baku pada 

pembiayaan akad mushārakah mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo yang dianalisis menggunakan konsep Maṣlaḥah.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan 

lembaga keuangan syariah khususnya dalam pembiayaan akad 

mushārakah mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan pembuatan klausula baku oleh suatu lembaga 

keuangan syariah (para pihak bank) dan juga dapat dijadikan referensi oleh 

para nasabah dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan.  
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E. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari penelitian dari kesamaan dalam segi objek dan 

subjek penelitian serta untuk menentukan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan masalah yang akan peneliti angkat.  

Pertama, skripsi dari Mariana Ulfa, seorang mahasiswi dari Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan penelitian 

mengenai Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pembiayaan Akad Murābaḥah di 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Rumusan masalah dalam 

penelitian tersebut adalah bagaimana analisis maṣlaḥah terhadap legal draft 

pada pembiayaan akad Murābaḥah di Bank Muamalat Indonesia KCP 

Ponorogo dan bagaimana analisis Maṣlaḥah terhadap Klausula Baku pada 

pembiayaan akad Murābaḥah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.  

Dalam skripsi tersebut Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa legal draft yang telah 

diterapkan dan dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo terkait 

dengan pembiayaan akad Murābaḥah secara keseluruhan telah mengandung 

unsur Maṣlaḥah di dalamnya. Legal Draft tersebut dibuat secara sepihak demi 

memudahkan setiap nasabahnya dalam melakukan akad pembiayaan akad 



9 
 

 

Murābaḥah. Klausula bakunya semua mengandung unsur kemaslahatan bukan 

hanya kemaslahatan pihak bank melainkan pihak nasabah juga. Semua 

dilakukan agar tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi. 7 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah masalah yang  dibahas yaitu mengenai maṣlaḥah terhadap 

kontrak baku. Sedangkan perbedaannya adalah terkait tempat penelitian dan 

penekanan kajiannya. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Muamalat KCP 

Ponorogo sedangkan dalam proposal skripsi ini dilakukan di BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo. Perbedaan lainnya terletak pada akad yang dibahas, dalam 

skripsi tersebut menggunakan akad Murābaḥah  sedangkan dalam proposal 

skripsi ini menggunakan akad mushārakah mutanāqiṣah.  

Kedua, skripsi dari Arif Tirtana, seorang mahasiswa dari Universitas 

Indonesia melakukan penelitian tentang Penerapan Perjanjian Baku Dalam 

Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Danamon 

Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Rumusan 

masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah 1) Bagaimanakah 

perjanjian baku ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen? 2) 

Bagaimanakah penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu 

kredit syariah oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum 

perlindungan konsumen? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum kepada 

pemegang kartu kredit syariah terhadap perjanjian yang telah dibuat secara 

                                                             
7 Mariana Ulfa, Analisis Mashlahah Terhadap Akad Pembiayaan Murābaḥah Di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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sepihak oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan 

konsumen? 

Dalam mellakulkan pelne llitian ini, pelne lliti melnggulnakan Me ltodel 

Pe lne llitian Ke lpulstakaan (Library Re lse larch) yang be lrsifat yulridis normatif. 

Me ltodel Pe lne llitian Ke lpulstakaan dilakulkan ulntulk melndapatkan data yang 

dipelrlulkan delngan cara melmbaca, melngultip dan me lnganalisis melnge lnai 

se lgala se lsulatul yang be lrhulbulngan de lngan obye lk pe lne llitian ini yang dipe lrole lh 

dari bahan-bahan pulstaka (data selkulnde lr).  

Dalam skripsi telrse lbult melnarik se lbulah kelsimpullan bahwa 

nasabah/konsulme ln/pe lmelgang fasilitas Dirham Card, be llulm se lpelnu lhnya 

telrlindulngi de lngan syarat-syarat dan ke ltelntulan yang te llah dibulat selbe llulmnya 

(se lcara selpihak) olelh pellakul ulsaha, yang ditulangkan dalam Formullir Aplikasi 

Dirham Card se lrta Syarat dan Ke lte lntulan Ulmulm Pe lmelgang Dirham Card. 

Syarat- syarat dan kelte lntulan telrse lbult, misalnya Klaulsulla Nomor 11 Telntang 

Pe lrnyataan dan Pelrse ltuljulan Nasabah Te lrkait Tabulngan Danamon Syariah 

pada Formu llir Aplikasi Dirham Card. Klaulsulla telrse lbult melnyatakan bahwa 

konsulme ln melnjamin dan melmbelbaskan Bank dari gulgatan, tulntultan, ataul 

klaim apapuln, te lrhadap hal-hal yang tidak didulga se lbe llulmnya yang te lrjadi di 

lular kelmampulan Bank. Klaulsulla telrse lbult melrulpakan klaulsulla elksone lrasi yang 

melmbe lbaskan tanggulng jawab pe llakul ulsaha. Klaulsulla telrselbult be lrtelntangan 
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de lngan Pasal 18 ayat (1) hulrulf a Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1999 

Telntang Pe lrlindulngan Konsulme ln.8 

Pe lrsamaan pelnellitian telrse lbult delngan pe lnellitian yang dilakulkan 

pe lnelliti adalah masalah yang  dibahas yaitul kontrak bakul pada pelrbankan 

syariah.  Se ldangkan pelrbe ldaannya adalah telntang pe lmbahasan dalam kontrak 

bakul telrse lbult, skripsi telrse lbult melnganalisis kontrak bakul ataul pe lrjanjian bakul 

pada pelne lrbitan kartul kre ldit syariah se ldangkan pe lne llitian ini melnganalisis 

maṣlaḥah kontrak bakul pada akad yang ada di pelrbankan telrse lbult. 

Ke ltiga, skripsi dari Rafly Ramadhan yang me llakulkan pelne llitian 

telntang Kontrak Bakul Pe lmbiayaan Mulrābaḥah Dalam Pe lrspe lktif Pelratulran 

Pe lrulndang-Ulndangan Pe lrlindulngan Konsulmeln (Stuldi Kasuls Pada Bank DKI 

Syariah). Rulmulsan masalah dalam skripsi ini yaitul 1. Bagaimana kelduldulkan 

kontrak bakul dalam doktrin dan pelrulndang-ulndangan pe lrlindulngan konsu lme ln 

di Indone lsia? 2. Bagaimana kelse lulaian kontrak bakul dalam akad pelmbiayaan 

Mulrābaḥah di Indone lsia se lsulai de lngan pe lrulndang-ulndangan pe lrlindulngan 

konsulme ln? 

Pe lne llitian telrselbu lt me lnggulnakan meltode l kulalitatif delngan 

melnggulnakan pe lnde lkatan yulridis normatif. Sulmbe lr data yang digulnakan yaitul 

melnggulnakan data selkulnde lr yang te lrdiri atas bahan hulkulm primelr, bahan 

hulkulm se lkulndelr, dan bahan-bahan nonhulkulm. Telknis analisis data yang 

digulnakan be lrsifat delskriptif analitis, maka data yang dianalisis itul 

                                                             
8
 Arif Tirtana, Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah 

(Dirham Card) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan 

Konsumen, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2018). 
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melnggulnakan pe lnde lkatan selcara kulalitatif telrhadap data selkulnde lr dan data 

primelr. 

Dalam skripsi telrse lbult melnje llaskan bahwa kontrak Bakul Pe lmbiayaan 

Mulrābaḥah pada Bank DKI Syariah masih telrdapat klaulsulla yang tidak se lsulai 

de lngan ke ltelntulan ulndang-ulndang pe lrlindulngan konsulme ln ataulpuln SE lOJK 

No. 13/SE lOJK.07/2014 te lntang Pe lrjanjian Bakul diantaranya te lntang 

pe lngalihan tanggulng jawab se lrta larangan pellakul ulsaha yang me lncantulmkan 

klaulsulla bakul yang le ltak ataul belntulknya sullit telrlihat ataul tidak dapat dibaca 

se lcara jellas, ataul pelngulngkapannya sullit dimelnge lrti.9 

Pe lrsamaan pelnellitian telrse lbult delngan pe lnellitian yang dilakulkan 

pe lnelliti adalah masalah yang dibahas yaitul kontrak bakul pada pelrbankan 

syariah.  Se ldangkan pelrbe ldaannya adalah telntang pe lmbahasan dalam kontrak 

bakul telrse lbult, skripsi telrse lbult melnganalisis kontrak bakul ataul pe lrjanjian bakul 

yang dianalisis melnggulnakan Ulndang-Ulndang pe lrlindulngan konsulme ln dan 

melnggulnakan akad mulrābaḥah se ldangkan pe lne llitian ini melnganalisis 

maṣlaḥah yang ada pada kontrak bakul delngan me lnggulnakan akad 

mulshārakah multanāqiṣah.  

Ke le lmpat, skripsi dari Amalia yang me llakulkan pelne llitian telntang 

Pe lnggulnaan Klaulsulla Bakul Yang Me lru lgikan Nasabah Dalam Pelrjanjian 

Pe lmbulkaan Relkelning Di Bank. Pe lne llitian ini melnggulnakan me ltodel pe lne llitian 

                                                             
9
 Rafly Ramadhan, Kontrak Baku Pembiayaan Murābaḥah Dalam Perspektif Peraturan 

Perundang-Undangan Perlindunga Konsumen (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah), Skripsi 

(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). 
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yulridis normatif, se lrta pelndelkatan pelrulndang-ulndangan dan pe lnde lkatan 

konse lptulal. 

Rulmulsan masalah dalam skripsi telrse lbult adalah 1. Apakah 

pe lnggulnaan klaulsulla bakul dalam pelrjanjian pelmbulkaan relke lning yang 

digulnakan olelh bank dapat melrulgikan nasabah? 2. Bagaimana pelngatulran 

klaulsulla bakul dalam pelrjanjian pelmbulkaan relke lning di bank? 3. Bagaimana 

be lntulk dan isi pe lrjanjian pelmbulkaan relke lning yang te lrdapat klaulsulla bakul 

dalam pelrbankan? 

Dalam skripsi ini melnjellaskan bahwa pelrulbahan atulran yang dilakulkan 

se lcara selpihak olelh pihak bank, te llah me llanggar ke lte lntulan pelratulran 

pe lrulndang- ulndangan yang be lrlakul. Walaulpuln isi dan belntulk dari klaulsulla 

bakul tellah melmiliki belntulk khas telrse lndiri. Diharapkan Badan Pelnye lle lsaian 

Se lngke lta Konsulme ln (BPSK) dapat melngawasi klaulsulla bakul yang ada di 

masyarakat dan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang ada dapat dijadikan 

pe ldoman dalam melmbulat klaulsulla bakul.10 

Pe lrsamaan pelnellitian telrse lbult delngan pe lnellitian yang dilakulkan 

pe lnelliti adalah masalah yang dibahas yaitul kontrak bakul pada pe lrbankan.  

Se ldangkan pe lrbeldaannya adalah telntang pe lmbahasan dalam kontrak bakul 

telrse lbult, skripsi telrse lbult melnganalisis kontrak bakul yang me lrulgikan nasabah 

dalam pelmbulkaan relke lning se ldangkan pe lnellitian ini melnganalisis maṣlaḥah 

                                                             
10  Amalia, Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian 

Pembukaan Rekening Di Bank, Skripsi (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2022). 
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yang ada pada kontrak bakul de lngan melnggulnakan akad mulshārakah 

multanāqiṣah.  

Ke llima, skripsi dari Actaviani Carolina se lorang mahasiswi dari 

Ulnive lrsitas Atma Jaya Yogyakarta yang me llakulkan pe lnellitian telntang 

Tinjaulan Yulridis telrhadap Klaulsulla Bakul dalam Syarat dan Ke lte lntulan 

Aplikasi Onlinel E l-comme lrcel. Pe lne llitian ini melnggulnakan pe lne llitian hulkulm 

normatif delngan cara melne lliti bahan pulstaka ataul se lkulndelr.  

Rulmulsan masalah dalam skripsi telrse lbult adalah apakah klaulsulla bakul 

yang te lrcantulm di dalam pelrjanjian pe lnggulnaan aplikasi onlinel shope le l 

mellanggar pasal 18 nomor 8 tahuln 1999 te lntang pe lrlindulngan konsulme ln?  

Dalam skripsi telrse lbult melndapatkan hasil bahwa klaulsulla bakul yang 

telrdapat didalam syarat layanan shope le l melngandulng pe lngalihan tanggulng 

jawab, disclaimelr, se lrta ke lbe lradaannya yang te lrpisah dari aplikasi dan 

halaman ultama welbsitel shope lel dapat dianggap te llah mellanggar ke lte lntulan 

yang be lrlakul se lhingga dapat melnye lbabkan pelrjanjian telrse lbult batal delmi 

hulkulm. 

Pe lrsamaan pelnellitian telrse lbult delngan pe lne llitian yang dilakulkan olelh 

pe lnelliti adalah telrdapat pelmbahasan telntang klaulsulla bakul. Pe lrbeldaannya 

telrle ltak pada analisisnya di mana dalam pelne llitian telrse lbult melnganalisis 

be lrdasarkan tinjaulan yulridis se ldangkan dalam pelne llitian ini melnggulnakan 

analisis maṣlaḥah dan pelrbe ldaan dalam telmpat pelne llitian dimana pelnellitian 
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telrse lbult dilakulkan di aplikasi onlinel se ldangkan pelne llitian ini dilakulkan di 

lelmbaga ke lulangan syariah.11  

Dari skripsi-skripsi yang te llah ada telrse lbult suldah ditelmulkannya 

pe lmbahasan melnge lnai kontrak bakul pada sistelm pelrbankan ataul e lkonomi. 

Teltapi pelne lliti bellulm me lnelmulkannya adanya pe lne llitian yang se lcara spe lsifik 

yang me lmbahas telntang Analisis Maṣlaḥah Telrhadap Kontrak Bakul Pada 

Pe lmbiayaan Akad Mulshārakah Multanāqiṣah di BMT Hasanah Jabulng 

Ponorogo.   

Dalam pelnellitian ini pelne lliti telrkonse lntrasi pada pelmbahasan telrkait 

de lngan prose ls pe lngajulan pelmbiayaan dan klaulsulla bakul di BMT Hasanah 

Jabulng Ponorogo pada pe lmbiayaan akad mulshārakah mu ltanāqiṣah yang akan 

dianalisis delngan konse lp Maṣlaḥah.  

F. Metode Penelitian 

Me ltodel pe lne llitian melrulpakan se lrangkaian kelgiatan dalam melncari 

ke lbelnaran sulatul stuldi pe lne llitian, yang diawali delngan sulatul pe lmikiran yang 

melmbe lntulk rulmulsan masalah se lhingga melnimbullkan hipotelsis awal, de lngan 

dibantul dan pelrse lpsi pelne llitian telrdahullul, se lhingga pe lnellitian bisa diolah dan 

dianalisis yang akhirnya me lmbe lntulk sulatu l ke lsimpullan.12 

Be lrbagai hal yang me lnjadi bagian meltodologi pe lnellitian yang akan 

digulnakan dalam pelnellitian ini dapat dijellaskan se lcara singkat se lbagai 

be lrikult: 

                                                             
11 Actaviani Carolina, Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan  

Ketentuan Aplikasi Online E-commerce, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 

2020). 
12

 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1. 
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1. Jelnis dan Pe lndelkatan Pelne llitian 

a. Jelnis Pe lne llitian 

Jelnis pelne llitian yang digulnakan dalam pelne llitian ini adalah 

pe lnellitian lapangan. Pe lne llitian lapangan pada hakikatnya me lrulpakan 

meltode l ulntulk melnelmulkan selcara khulsuls dan relalistis apa yang te lngah 

telrjadi pada sulatul saat di telngah masyarakat. 

Dalam jelnis pe lne llitian ini, pelnelliti melnggulnakan je lnis pe lnellitian 

lapangan yang datanya dikulmpullkan langsulng dari data lapangan di 

mana kasuls ini ditelliti yaitul di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. Data 

yang didapatkan di lapangan belrulpa data telntang prose ls pe lngajulan 

pe lmbiayaan se lrta klaulsulla bakul pada pelmbiayaan akad mulshārakah 

multanāqiṣah ini ke lmuldian akan dianalisis melnggulnakan bahan 

pulstaka yang be lrasal dari kelpulstakaan baik be lrulpa bulkul, artikell, julrnal 

yang be lrkaitan delngan maṣlaḥah., pe lmbiayaan akad mulshārakah 

multanāqiṣah, prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan se lrta klaulsulla bakul.  

b. Pe lnde lkatan Pelnellitian 

Dalam pelne llitian ini melnggulnakan pelnde lkatan kulalitatif. 

Pe lnde lkatan kulalitatif adalah proseldulr pe lnellitian yang me lnghasilkan 

data delskriptif belru lpa kata-kata telrtullis ataul lisan dari orang-orang dan 

pe lrilakul yang dapat diamati.13 

 

                                                             
13

 Zuchri Abdussamad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Makasar: Syakir Media Press, 

2021), 30. 
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2. Ke lhadiran Pe lne lliti  

Dalam pelne llitian ini pelnelliti belrpe lran se lbagai partisipan pelnulh, 

yang artinya pe lne lliti telrjuln langsulng ulntulk melngamati fe lnomelna yang 

telrjadi di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

3. Lokasi Pe lne llitian 

Pe lne llitian ini belrlokasi di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo 

be lralamat di Jl. Laksamana Yos Suldarso, Jabulng, Ke lc. Mlarak, Ponorogo. 

Pe lne lliti melngambil lokasi telrse lbult kare lna banyaknya nasabah yang 

mellaku lkan pelmbiayaan pada BMT Hasanah Jabulng Ponorogo de lngan 

melnggu lnakan akad mulshārakah multanāqiṣah, se ldangkan melre lka bellulm 

paham telrkait delngan manfaat dari prose ls pelngajulan pelmbiayaan se lrta 

klaulsulla bakul yang dibulat se lpihak olelh pihak BMT Hasanah.  

4. Data dan Sulmbe lr Data 

a. Data 

Data adalah catatan atas kulmpullan fakta. Data dalam pe lnellitian 

adalah selgala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan ulntulk 

melnyulsuln sulatul informasi. 14  Dalam pe lnyulsulnan skripsi ini 

dipelrlulkannya data yang re lle lvan de lngan pelrmasalahan yang ada, 

se lhingga hasilnya dapat dipelrtanggulngjawabkan kelbe lnarannya. 

Adapuln data yang dipe lrolelh dari pelne llitian ini: 

1) Data telntang prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan pada pe lmbiayaan akad 

mulshārakah mu ltanāqiṣah di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

                                                             
14

 Arikunto Suharsimi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rincka Cipta, 2002), 96. 
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2) Data telntang klaulsulla bakul yang te lrdapat dalam pelmbiayaan akad 

mulshārakah multanāqiṣah di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

  Data-data yang dipe lrolelh ke lmuldian disistelmatiskan selsulai 

de lngan formasi pelmbahasan kelmuldian dianalisis delngan bulkul, 

ju lrnal ataul karya ilmiah lainnya yang be lrkaitan delngan konse lp 

maṣlaḥah.  

b. Sulmbe lr Data 

Sulmbe lr data adalah selgala se lsulatul yang dapat melmbelrikan 

informasi melnge lnai data. Be lrdasarkan sulmbe lrnya, data dibeldakan 

melnjadi dula, yaitul data primelr dan data selkulnde lr, se lbagai belrikult:. 

1) Data Primelr  

Data yang dipe lrolelh dari lapangan yaitul data dari BMT 

Hasanah Jabulng Ponorogo be lralamat di Jl. Laksamana Yos 

Suldarso, Jabulng, Ke lc. Mlarak,  Ponorogo, adapuln sulmbe lr data 

primelr dalam pelne llitian ini adalah: 

1. Ibul Nabila Ulroh se llakul bagian Administrasi di BMT Hasanah 

Jabulng Ponorogo.  

2. Bapak Tony Sasono se llakul Manajelr Tanwil di BMT Hasanah 

Jabulng Ponorogo. 

3. Nasabah ataul anggota BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

4. Pe lrjanjian akad mulshārakah multanāqiṣah.  
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2) Data Selkulnde lr 

Data se lkulndelr ini be lrsulmbe lr dari bahan hulkulm primelr, 

yaitul pe lratulran pelrulndang- ulndangan di bidang pe lrbankan dan 

bahan hulkulm se lkulnde lr yaitul bu lkul, artikell, skripsi dan julrnal. 

5. Telknik Pe lngulmpullan Data 

Me ltodel pe lngulmpullan dilakulkan delngan langkah-langkah se lbagai 

be lrikult: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satul instrulmeln yang digulnakan u lntulk 

melncari data selcara lisan. Yaitul de lngan me lngajulkan belbelrapa 

pe lrtanyaan-pe lrtanyaan yang se lbe llulmnya te llah disulsuln ole lh pe lne lliti 

ke lpada relsponde ln. Disini pelnelliti mellakulkan wawancara delngan 

bagian administrasi dan manajelr dari BMT Hasanah Jabulng Ponorogo, 

se lrta mellakulkan wawancara kelpada nasabah ataul anggota BMT 

Hasanah Jabulng.  

b. Dokulme lntasi 

Dokulme ln bisa be lrulpa tullisan, gambar, ataul karya-karya 

monulmelntal, dari selse lorang. Dokulme lntasi ini melrulpakan pe llelngkap 

dari obselrvasi se lrta wawancara dalam pelne llitian kulalitatif. 15 

Dalam pelne llitian ini dokulmelntasi pelnelliti belrulpa pelngambilan 

gambar yang dilakulkan pelnelliti keltika mellakulkan wawancara, selrta 

                                                             
15

 Fanti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 84. 
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doku lmeln-dokulme ln te lrtullis se lpe lrti akad pe lrjanjian yang didapatkan 

dari BMT Hasanah Jabulng Ponorogo.  

c. Obse lrvasi 

Obse lrvasi me lru lpakan sulatul prose ls yang komplelks, sulatul prose ls 

yang te lrsulsuln dari be lrbagai prose ls biologis dan psikologis. Dula di 

antara yang te lrpe lnting adalah prosels-prose ls pe lngamatan dan ingatan. 

Telknik pe lngulmpullan data de lngan obse lrvasi digulnakan bila, 

pe lnellitian belrke lnaan delngan pe lrilakul manulsia, prosels ke lrja, ge ljala-

ge ljala alam dan bila relsponde ln yang diamati tidak telrlalul belsar. 16 

Dalam pelne llitian ini pelne lliti mellakulkan pelngamatan langsulng di 

lapangan melnge lnai kontrak akad pelmbiayaan yang te lrjadi antara 

nasabah delngan pihak BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisis data melrulpakan prosels ulntulk me lmelriksa data, melngulbah 

data, melmbelrsihkan data dan melmbulat pelrmodellan data ulntulk 

melnghasilkan informasi yang dapat me lmbe lrikan peltulnjulk dan cara ulntulk 

pe lnelliti melngambil se lbulah kelpultulsan te lrhadap pelrmasalahan-

pe lrmasalahan pelne llitian yang se ldang dite lliti.17 

Telknik analisis data yang digu lnakan olelh pe lnelliti dalam pelne llitian 

ini melnggulnakan me ltodel de lskriptif indulktif. Pelne lliti melnyulsuln data- data 

yang dipe lrolelh dari BMT Hasanah Jabulng Ponorogo te lrkait delngan data 

                                                             
16

 Ahmad Fauzi, Metodologi Penelitian (Banyumas: Pena Persada, 2022), 31. 
17

 Ibid, 94. 
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prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan se lrta klaulsulla bakul pada pelmbiayaan akad 

mulshārakah multanāqiṣah yang ke lmuldian pelnelliti melnganalisisnya 

melnggu lnakan me ltodel maṣlaḥah. Pe lne lliti melngamati seltiap pelrmasalahan 

yang ada di lapangan se lcara khulsu ls te lrkait delngan prose ls pe lngajulan 

pe lmbiayaan selrta klaulsulla bakul ke lmuldian melnarik kelsimpullan yang 

be lrsifat ulmulm. Hal-hal yang te lrjadi di lapangan akan dibandingkan 

de lngan me lnggulnakan te lori yang be lrsifat ulmulm. Dari analisis telrse lbult 

akan ditarik selbulah kelsimpullan, apakah prose ls pelngajulan pelmbiayaan 

se lrta klaulsulla bakul pada pelmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah di 

BMT Hasanah Jabulng Ponorogo te llah melngandulng ke lmaslahatan bagi 

pihak bank dan julga nasabah. 

7. Pe lnge lce lkan Ke labsahan Data  

Data melrulpakan selbulah kelduldulkan yang pe lnting dalam 

pe lnellitian. Data haruls dipastikan kelbe lnarannya dan kelabsahannya ole lh 

se lorang pe lne lliti. Data baik dan belnar akan melne lntulkan hasil sulatul 

pe lnellitian yang baik dan be lnar. Se lbaliknya data yang ke llirul (diragulkan 

ke lbelnarannya) akan melnulrulnkan kelpe lrcayaan dari se lbulah hasil 

pe lnellitian. 

Dalam pelne llitian ini, ulntulk melngulji kre ldibilitas data 

melnggulnakan te lknik se lbagai belrikult:18 

 

                                                             
18

 Mariana Ulfa, Analisis Maṣlaḥah Terhadap Akad Pembiayaan Murābaḥah Di Bank 

Muamalat KCP Ponorogo, Skipsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 21. 
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a. Pe lrpanjangan Pe lngamatan  

De lngan pe lrpanjangan pelngamatan ini, pelne lliti melnge lce lk kelmbali 

apakah data yang te llah dibe lrikan sellama ini belnar ataul salah, jika 

telrnyata data telrse lbult salah maka pelnelliti me llakulkan pe lngamatan lagi 

yang le lbih lulas dan melndalami selhingga dipelrolelh data yang pasti 

ke lbelnarannya. 

b.  Ke lte lkulnan Pe lngamatan  

Di sini pelne lliti akan melmbaca belrbagai re lfelre lnsi telrkait delngan 

konse lp maṣlaḥah, akad mulshārakah multanāqiṣah dan kontrak bakul, 

yang dijadikan selbagai telori ultama pada pe lnellitian ini, selrta melmbaca 

ke lmbali hasil pelne llitian-pe lnellitian yang te lrkait. 

c. Triangullasi  

Triangullasi dalam pelnguljian kre ldibilitas ini diartikan selbagai 

pe lnge lce lkan data dari belrbagai sulmbe lr de lngan belrbagai cara, dan 

be lrbagai waktul.19 

Pada pelne llitian ini pelne lliti melnggulnakan triangullasi sulmbelr. Di 

mana pelne lliti mellakulkan pelnge lce lkan data telntang ke labsahannya, 

melmbandingkan hasil wawancara delngan isi sulatul dokulme ln delngan 

melmanfaatkan belrbagai sulmbe lr data informasi selbagai bahan 

pe lrtimbangannya. Dalam hal ini pelne lliti melmbandingkan data hasil 

obse lrvasi de lngan data hasil wawancara, dan julga me lmbandingkan 

                                                             
19

 Fanti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 84. 
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hasil wawancara delngan wawancara lainnya yang ke lmuldian diakhiri 

de lngan me lnarik kelsimpullan selbagai hasil telmulan lapangan. 

8. Tahapan-Tahapan Pelne llitian 

Tahapan-tahapan dalam pelne llitian ini, adalah selbagai be lrikult: 

a. Tahapan Pra-Lapangan 

1) Me lnyulsuln Rancangan Pe lne llitian 

2) Me lmilih Lapangan Pe lne llitian 

3) Me lngulruls Pe lrizinan 

4) Me lmilih dan Melmanfaatkan Informan 

5) Me lnyiapkan Pe lrlelngkapan Pe lne llitian 

b. Tahapan Pelkelrjaan Lapangan 

Tahap ini melrulpakan kelgiatan inti selbulah pelne llitian. Pelnelliti 

melmasulki lokasi pelne llitian delngan me lnghadapi sulbjelk dan objelk 

pe lnellitian. Pelne lliti melmiliki tulgas ulntulk melngulmpullkan data yang 

re llelvan se lbanyak mulngkin dari suldult pandang su lbje lk pe lne llitian tanpa 

melmpe lngarulhi melre lka. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam pelnyulsulnan pe lne llitian ini, pelne lliti melmbagi me lnjadi lima bab, yang 

mana antara bab satul delngan bab yang lain saling belrkaitan. Adapuln 

siste lmatika pelnellitian selpe lrti belrikult: 

BAB I PENDAHULUAN:  Me lmulat telntang pe lndahullulan yang me lngantarkan 

skripsi se lcara kelse llulrulhan. Bab ini mellipulti sulb bab pelrtama, latar bellakang 

masalah ulntulk melnje llaskan faktor-faktor yang me lnjadi dasar ataul melndu lkulng 
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timbullnya masalah yang dite lliti. Ke ldula, ru lmulsan masalah yang disulsuln se lcara 

spe lsifik telntang rulang lingkulp masalah yang akan ditelliti. Ke ltiga, tuljulan 

pe lnellitian ulntulk me lnjawab pelrmasalahan yang dite lliti se lsu lai rulmulsan masalah 

yang disulsuln. Ke le lmpat, manfaat pelne llitian dapat dijadikan selbagai bahan 

masulkan bagi masyarakat. Ke llima, kajian pulstaka selbagai tinjaulan ullang atas 

karya-karya yang suldah ditelliti dan belrhulbulngan de lngan skripsi ini selrta 

melnje llaskan pelrbe ldaannya de lngan skripsi ini. Ke lelnam, meltodel pelne llitian 

melmulat langkah-langkah dalam melngu lmpullkan dan melnganalisis data. 

Ke ltuljulh, siste lmatika pelmbahasan ulntulk melne lrangkan alulr pe lmbahasan yang 

ditelliti. 

BAB II: MAṢLAḤAH DAN KONTRAK BAKU: Maṣlaḥah ini se lbagai 

landasan telori ultama selhingga pe lne lliti melne lmpatkannya pada bab kel dula, 

yang di dalamnya me lngkaji telntang telori yang me llandasi dan melndu lkulng 

pe lnellitian ini. Dalam bab ini telori maṣlaḥah akan digulnakan pelnelliti ulntulk 

melnganalisis data yang didapatkan dari lapangan (BMT Hasanah Jabulng), 

se llain itul ditambahkannya teori kontrak bakul se lhingga dapat melmuldahkan 

pe lnelliti dalam melnganalisis data dari lapangan. 

BAB III: PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN KLAUSULA 

BAKU PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIṢAH  

DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO Dalam bab ini, pelnelliti 

melnde lskripsikan hasil yang dipe lrole lh dari lapangan, yaitul: data te lntang isi 

dari prosels pelngajulan pe lmbiayaan pada pelmbiayaan akad mulshārakah 
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multanāqiṣah di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo se lrta klaulsulla bakul yang 

telrdapat di dalamnya. 

BAB IV: ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP KONTRAK BAKU 

PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIṢAH DI 

BMT HASANAH JABUNG PONOROGO : Pada bab ini, pelnelliti 

melnganalisis hasil yang didapatkan di lapangan yaitul dari BMT Hasanah 

Jabulng Ponorogo de lngan konse lp maṣlaḥah. Pe lne lliti melmbahas selcara 

melnye llulrulh te lrkait delngan isi dari prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan pada 

pe lmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah  di BMT Hasanah Jabulng 

Ponorogo se lrta klaulsulla bakul yang te lrdapat di dalamnya. 

BAB V : PENUTUP : Bab ini me lrulpakan bab telrakhir pelne llitian lapangan 

yang be lrisi telntang kelsimpullan selbagai jawaban atas pokok pelrmasalahan 

se lrta telrdapat saran-saran. 
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BAB II 

MAṢLAḤAH DAN KONTRAK BAKU 

 

A. Maṣlaḥah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Maṣlaḥah 

Maṣlaḥaḥ berasal dari kata jadian ṣād-lām-ḥa, kemudian 

terbentuk kata ṣalaha, ṣaluha, ṣalāhan, ṣulûhan dan ṣalāhiyyatan yang 

bermakna baik atau positif.
1

 Maṣlaḥaḥ merupakan bentuk kata 

keterangan (maṣdar) dari kata kerja (fi’il) ṣalaha, karena itu secara 

morfologis (sharaf) memiliki pola (wazan) seperti kata manfa’ah. 

Secara etimologi kata al-maṣlaḥaḥ, jamaknya masãliḥ berarti sesuatu 

yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan 

kerusakan. 

Maṣlaḥaḥ kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti 

mencari yang benar. Esensi maṣlaḥaḥ adalah terciptanya kebaikan dan 

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang 

dapat merusak kehidupan umum.
2
 

Kata al-Maṣlaḥaḥ menunjukan pengertian tentang sesuatu yang 

banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-

Maṣlaḥaḥ adalah kata al-Mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak 

                                                             
1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 

788. 
2
 Hasballah Thaib dan Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan: 

Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27. 
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keburukannya. Jadi arti asli maṣlaḥaḥ ialah menarik manfaat atau 

menolak mudharat.
3
 

Kemudian yang dijadikan patokan dalam menentukan 

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak 

dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat 

dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut 

al-Ghazāli adalah apabila: Pertama, maṣlaḥaḥ itu sejalan dengan jenis 

tindakan-tindakan syara’. Kedua, maṣlaḥaḥ itu tidak meninggalkan 

atau bertentangan dengan naṣ syara’. Ketiga, maṣlaḥaḥ itu termasuk ke 

dalam kategori maṣlaḥaḥ yang ḍarûri, baik yang menyangkut 

kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu 

berlaku sama untuk semua orang.
4
 

2. Dalil tentang Maṣlaḥah 

     Q. S. Yulnuls:58 

لِكَْ وَبرَِحْْتَِه اللّّٰهِْ بِفَضْلِْ قُلْْ  يََْمَعُوْنَْ مِّمَّا خَي ْرْ  هُوَْ ۗ  فَ لْيَ فْرَحُوا فبَِذّٰ

Artinya: “De lngan karulnia Allah dan rahmat-Nya, he lndaklah 

de lngan itul me lre lka be lrge lmbira, karulnia Allah dan rahmat-Nya itul 

adalah lelbih baik dari apa yang melre lka kulmpullkan”.5 

 

 

 

 

                                                             
3 Luis Ma’lūf, al-Munjīd fì al-Lughah wa al-A’lām, (Beirut: Dār alMasyriq, tt), 432. 
4
 Abū Hāmid Al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 

1980), 256. 
5 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV As-Syifa,1984), 

215. 
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  Q. S. Al-Anbiya:107  

لَمِيَْْ رَحْْةَْ  اِلَّّْ ارَْسَلْنّٰكَْ وَمَا  لملْعّٰ

Artinya: “dan tidaklah kami melngultuls kamul, mellainkan ulntulk 

(me lnjadi) rahmat bagi alam se lme lsta”.6 

Dari ayat te lrse lbult Allah tellah melne lrangkan bahwa tuljulan Allah 

melngultuls Nabi Mu lhammad SAW me lmbawa agama Islam tidak lain 

agar me lrelka se lmula be lrbahagia di dulnia maulpuln di akhirat, Allah julga 

melngabarkan bahwa tellah melnjadikan Nabi Mulhammad SAW se lbagai 

rahmat ulntulk alam selme lsta, barang siapa yang me lnelrima rahmat dan 

melnsyulkulrinya niscaya akan bahagia di dulnia maulpuln di akhirat. 

Se ldang barang siapa yang me lnolak maulpuln melne lntangnya maka akan 

melru lgi di dulnia maulpuln di akhirat.7 

Dari sinilah para ullama melneltapkan bahwa sistelm hulkulm dalam 

Islam ditelgakkan di atas prinsip-prinsip pe lniadaan kelsullitan, melnjamin 

ke lmaslahatan manulsia se lcara ulmu lm dan melwuljuldkan ke ladilan se lcara 

melnye llulrulh.8 

3. Kedudukan Maṣlaḥah  

Dalam tasyri Islami, maṣlaḥah melmpulnyai ke lduldulkan sangat 

pe lnting. Hampir tellah melnjadi kelse lpakatan dikalangan Ullama Ulshull 

Fiqih, bahwa tulju lan ultama syariat Islam adalah melre lalisasikan 

                                                             
6 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV As-Syifa,1984), 

331. 
7
 Mariana Ulfa, Analisis Maslahah Terhadap Akad Pembiayaan Murābaḥah Di Bank  

Muamalat KCP Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 30. 
8
 Ibid, 30. 
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ke lmaslahatan bagi manulsia dan melnjaulhkan hal-hal yang me lrulgikan 

bagi me lrelka. Se lbagai se lbulah tulju lan, maṣlaḥah akan se llalul melnjadi 

tolak ulkulr se ltiap pe lne ltapan hulkulm (tasyri) dan dalam hal ini 

ke ldu ldulkan hulkulm (syari'ah) tidak le lbih se lbagai sarana dalam rangka 

melncapai tuljulan.9 

Maṣlaḥah julga dipandang se lbagai salah satul landasan Islami. 

Se lbagaimana tellah dise lbultkan bahwa siste lm hulkulm dalam Islam 

ditelgakkan atas prinsip-prinsip melniadakan kelsullitan, melnjamin 

ke lmaslahatan manulsia selcara ulmu lm, dan melwuljuldkan keladilan yang 

melnye llulrulh.10 

4. Klasifikasi Maṣlaḥah 

Para ahli ulshull be lrse lpakat ulntulk me lngatakan bahwa “maṣlaḥah” 

dapat dibagi me lnjadi belbelrapa bagian melnulrult suldult pandang masing-

masing, yaitul se lbagai be lrikult: 

a. Dari se lgi pandangan syarak, maṣlaḥah te lrbagi me lnjadi tiga, yaitul: 

1) Maṣlaḥah Mul'tabarāh (مصلحةْمعتبرة) 

Maṣlaḥah mul'tabarāh, yaitul ke lmaslahatan yang didu lkulng 

olelh ke ltelntulan Allah dan dijadikan dasar dalam pelneltapan 

hulkulm. Misalnya ke lwajiban pulasa pada bullan Ramadhan 

melngandulng ke lmaslahatan bagi manulsia, yaitul ulntulk melndidik 

jasmani dan rohaninya agar manulsia se lhat selcara jasmani 

                                                             
9
 Ibid, 31. 

10
 Ibid, 31. 
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maulpuln rohani. Ke lmaslahatan ini mellelkat langsulng pada 

ke lwajiban pulasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan olelh 

siapa puln. De lmikian julga, ke lmaslahatan yang me llelkat pada 

ke lwajiban zakat, yaitul ulntulk melndidik jiwa selse lorang agar 

telrbe lbas dari sifat kikir dan kelcintaan yang be lrlelbihan pada 

harta, dan ulntulk melnjamin kelhidulpan orang-orang miskin. 

Ke lmaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, se lbab jika dibatalkan 

akan melnye lbabkan hilangnya ulrge lnsi dan relle lvansi dari 

pe lnsyari'atan zakat.11 

2) Maṣlaḥah Mullghāh ( مصلحةْملغاة) 

Maṣlaḥah Mullghāh, yaitul ke lmaslahatan yang ditolak olelh 

syariah Allah, dan  syariah me lneltapkan ke lmaslahatan lain 

se llain itul. Misalnya adalah kelmaslahatan pe lrelmpulan melnjadi 

imam bagi laki-laki yang be lrtelntangan de lngan ke lmaslahatan 

yang dite ltapkan syari’ yaitul pe llarangan pe lre lmpulan me lnjadi 

imam bagi laki-laki. Delmikian julga ke lmaslahatan yang 

dipelrole lh olelh se lorang pe lnculri, ditolak ole lh syariat de lngan 

melngharamkan pe lnculrian, de lmi mellindulngi ke lmaslahatan yang 

lelbih be lsar, yaitul kelmaslahatan rasa aman bagi masyarakat.12 

 

 

                                                             
11

 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 141. 
12 Ibid, 141. 
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3) Maṣlaḥah Mulrsalah ( مصلحةْمرسلة) 

Maṣlaḥah Mulrsalah adalah sulatul ke lmaslahatan yang tidak 

melmpulnyai dasar dalil, teltapi julga tidak ada pelmbatalnya. Jika 

telrdapat sulatul keljadian yang tidak ada ke ltelntulan syariah dan 

tidak ada illat yang ke llular dari syarak yang me lnelntulkan 

ke ljellasan hulkulm ke ljadian telrse lbult, ke lmuldian ditelmulkan 

se lsulatul yang se lsulai de lngan hulkulm syarak, yakni sulatu l 

ke ltelntulan yang be lrdasarkan pelme lliharaan ke lmuldaratan ataul 

ulntulk melnyatakan sulatul manfaat, maka keljadian telrse lbult 

dinamakan maṣlaḥah mulrsalah. Tuljulan ultama maṣlaḥah 

mulrsalah adalah kelmaslahatan, yakni melme llihara dari 

ke lmuldaratan dan melnjaga kelmanfaatannya.13 

b. Dari se lgi ke lbultulhan manulsia, maṣlaḥah dibagi tiga, yaitul: 

1) Maṣlaḥah Dharulriyyāh (مصلحةْضرورية) / Ke lbultulhan Primelr 

Ke lbultulhan tingkat primelr adalah selsu latul yang haruls ada 

ulntulk kelbe lradaan manulsia ataul tidak se lmpulrna kelhidulpan 

manulsia tanpa telrpe lnulhinya ke lbultulhan telrse lbult. Ke lbultulhan 

yang be lrsifat primelr ini dalam Ulshull Fiqh dise lbult tingkat 

dharulri. Ada lima hal yang haruls ada pada manulsia se lbagai ciri 

ataul kelle lngkapan kelhidu lpan manulsia. Se lcara belrulrultan, 

pe lringkatnya adalah: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta, dan 

                                                             
13

 Syafe’i Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117. 
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(5) ke ltulrulnan (harga diri). Ke llima hal ini dise lbult "dharu lriyat 

yang lima".14 

2) Maṣlaḥah Hājiyyāh ( مصلحةْحاجية) /  Ke lbultulhan Se lkulnde lr 

Tuljulan tingkat selkulndelr bagi ke lhidulpan manulsia ialah 

se lsulatul yang dibultulhkan bagi kelhidulpan manulsia, teltapi tidak 

melncapai tingkat dharulri. Selandainya kelbultulhan itul tidak 

telrpe lnulhi dalam kelhidulpan manulsia, tidak akan melniadakan 

ataul melrulsak ke lhidulpan itul se lndiri. Me lskipuln tidak sampai 

akan melrulsak ke lhidulpan, namuln ke lbe lradaannya dibultulhkan 

ulntulk melmbelrikan kelmuldahan dalam kelhidulpan.15 

3) Maṣlaḥah Taḥsīnīyah ( مصلحةْتحسينية) / Ke lbultulhan Te lrsielr 

Tuljulan tingkat te lrsielr adalah se lsulatul yang se lbaiknya ada 

ulntulk melmpelrindah kelhidu lpan. Tanpa telrpe lnulhinya ke lbultulhan 

telrsie lr, kelhidulpan tidak akan rulsak dan julga tidak akan 

melnimbullkan kelsullitan. Ke lbe lradaannya dike lhelndaki ulntulk 

ke lmulliaan akhlak dan kelbaikan tata telrtib pelrgaullan. Tuljulan 

dalam tingkat ini diselbult “taḥsīnīyah”. 

Tuljulan taḥsīnīyah ini melnulrult asalnya tidak 

melnimbullkan hulkulm wajib pada pe lrbulatan yang disulrulh dan 

tidak melnimbullkan hulku lm haram pada yang dilarang 

se lbagaimana yang be lrlaku l pada dula tingkat lainnya (dharulri 

                                                             
14

 Sanusi Ahmad, Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 248. 
15

 Ibid, 250. 
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dan hajiyat). Se lgala ulsaha ulntulk me lmelnulhi ke lbultulhan telrsie lr 

ini melnimbullkan hulkulm sulnah, dan pe lrbulatan yang 

melngabaikan kelbultulhan ini melnimbullkan hulkulm makrulh. 16 

c. Dari se lgi pe lrulbahannya, maṣlaḥah dibagi melnjadi dula yaitul: 

1) Maṣlaḥah multagayyirah (مصلحةْمتغيرة) 

Yaitul maṣlaḥah yang dapat be lradaptasi delngan 

pe lrulbahan rulang, waktul dan lingkulngan sosial, selbab obye lk 

ultamanya adalah mulamalah (masalah sosial kelmasyarakatan) 

dan hulkulm-hulkulm ke lbiasaan (adat).  

2) Maṣlaḥah ḍabitah ( مصلحةْْضابطة)   
Yaitul maṣlaḥah yang be lrsifat teltap. Hal ini tidak dapat 

diulbah hanya kare lna pe lrulbahan lingkulngan, se lbab hanya 

be lrkaitan delngan pelrsoalan-pe lrsoalan ibadah ataul ke lagamaan. 

Contoh dari kelmaslahatan ini selpe lrti kelwajiban salat, pulasa, 

zakat dan haji.17 

5. Kehujjahan Maṣlaḥah 

  Dalam melnyikapi pelrsoalan kelhuljjahan telori maṣlaḥah mulrsalah 

para ahli hulkulm Islam be lrbe lda pelndapat se lsulai delngan latar bellakang 

disiplin ilmul masing-masing, yaitul:  

1). Ke llompok Syafi'iyyah, Hanafiyyah, se lbagian Malikiyyah (se lpe lrti 

Ibn Hajīb) dan kellompok al-Dhahiriy be lrpelndapat bahwa maṣlaḥah 

                                                             
16

 Ibid, 251. 
17

 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 95. 
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mulrsalah tidak dapat dijadikan selbagai huljjah ulntulk belristinbath 

hulku lm al-syar'iy. 

2) Se lbagian ke llompok Malikiyyah dan Syafi'iyyah be lrpe lndapat bahwa 

maṣlaḥah mulrsalah dapat dijadikan selbagai huljjah delngan syarat haruls 

melmiliki selmula pelrsyaratan yang suldah ditelntulkan olelh para ahli 

hulku lm Islam, se lpe lrti Imam Malik selndiri, de lngan alasan tuljulan Allah 

melngultuls se lorang rasull itul adalah ulntulk me lmbimbing ulmat ke lpada 

ke lmaslahatan. Kare lna itul, maṣlaḥah me lrulpakan salah satul yang pada 

hakikatnya dike lhelndaki olelh syarak ataul agama, se lbab tuljulan ultama 

diadakannya hulkulm ole lh Allah hanyalah ulntulk ke lpelntingan ulmat, baik 

dulnia maulpuln akhirat.18 

6. Maṣlaḥah dalam Muamalah 

  Pe lne lrapan maṣlaḥah dalam mulamalah jaulh lelbih lulas dibanding 

maṣlaḥah dalam ibadah karelna pada fiqh ibadah biasanya suldah ada 

dalil yang me lnje llaskan keltelntulan dan tata cara pelnge lrjaannya baik 

dalam Al-Qulr’an maulpuln hadits dan kelmuldian para ullama akan telruls 

be lrijtihad bagaimana ulntulk melnye lmpulrnakan syariat itul. Namuln 

dalam mulamalah manulsia se lcara ulmulm bisa melnalar bagaimana 

hulku lm sulatul transaks. Kare lnanya inovasi dan krelasi sangat ditelrima 

dalam mulamalah yang pada intinya se lmula kelgiatan transaksi harulslah 

be lrmulara kelpada maṣlaḥah dan maṣlaḥah ini haruls melme lnulhi dula 

                                                             
18

 Muhammad Ma’sum Zainy, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 

2008), 120–21. 



35 
 

 

ulnsu lr yakni halalan (halal) dan tayyiban (melmbe lrikan manfaat dan 

tidak melmbawa kelmuldharatan).19 

  Ke lgiatan transaksi syariah yang dianggap be lr maṣlaḥah ini se lcara 

melnye llulrulh haruls me lme lnulhi ulnsulr ke lte ltapan tuljulan syariah (maqashid 

syariah) yang telrdiri dari lima ulnsulr, yaitul: me lnjaga agama, melnjaga 

diri, melnjaga akal, melnjaga keltulrulnan dan melnjaga harta.20 

 Lima ulnsulr di atas me lnjadi aculan dalam tranformasi ataul 

pe lru lbahan dalam kelgiatan elkonomi. Misalnya pada pe lrke lmbangan 

digital di elra globalisasi ini yang te lntulnya me lmpelrmuldah selgala 

aktivitas mulamalah di seltiap lini. Maka disinilah prinsip maṣlaḥah ini 

melnjadi pelmbatas bagaimana cara ataul meltode l transaksi yang se lsulai 

de lngan syariah. Kare lna kelcanggihan telknologi tidaklah melnjadi 

pe lnghalang dalam mulamalah akan teltapi jika dianggap bisa 

melmbe lrikan maṣlaḥah akan diselsulaikan delngan maqashid syariah. 

Dalam mulamalah tuljulan ultama itul adalah falah yakni ke lbahagiaan 

dulnia akhirat yang artinya se lmu la tidak ada yang dirulgikan dan 

melndapatkan maṣlaḥah antar pihak yang be lrsangkultan.21 

7. Maṣlaḥah  dalam Akad Mushārakah Mutanāqiṣah 

Menurut OJK, mushārakah mutanāqiṣah (MMQ) adalah salah 

satu produk pengembangan dari produk berbasis akad mushārakah. 

                                                             
19 Muharrom Pasha, “Implementasi Maṣlaḥah dalam Muamalah,” dalam 

https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-

maslahah-dalam-muamalah. (diakses pada tanggal 23 Desember 2023). 
20 Ibid.  
21

Ibid. 

https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-maslahah-dalam-muamalah
https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-maslahah-dalam-muamalah


36 
 

 

Mushārakah mutanāqiṣah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk 

pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah 'inan, di 

mana porsi modal salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang 

disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap 

kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah.
22

 

Tujuan terbentuknya suatu akad salah satunya adalah untuk 

kemaslahatan umat. Dengan kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad 

yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian 

(mudharat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah).
23

 

Berikut adalah indikator dari sebuah kemaslahatan: 

Tabel 2.1 

Indikator Maṣlaḥah
24

 

No. Maṣlaḥah Indikator 

1. Maṣlaḥah 

Kebebasan 

Berakad 

Setiap  orang bebas membuat akad 

tanpa terikat suatu ketentuan dari pihak 

tertentu. 

 

2. 

 

Maṣlaḥah 

Keseimbangan 

Seimbang antara kedudukan kreditur 

dan debitur dalam hal  menanggung 

kerugian. 

                                                             
22

 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah 

Mutanaqisah (Jakarta, 2016), 114. 
23 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

90. 
24

 Muhammad Ardi, “Asas-asas Perjanjian Akad, Hukum Kontrak Syariah,” Jurnal 

Hukum Diktum, Vol. 14 (2016), 267-270. 
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3. 

 

 

 

Maṣlaḥah yang 

Amanah 

 Masing-masing pihak beriktikad 

baik dan tidak dibenarkan salah 

satu pihak mengeksploitasi pihak 

lainnya. 

 Dilarang menyembunyikan 

informasi yang semestinya 

disampaikan. 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Maṣlaḥah 

Keadilan 

 Masing-masing pihak harus 

melakukan negosiasi mengenai 

klausula akad. 

 Akad baku dapat dirubah demi 

keadilan jika nanti terbukti 

merugikan salah satu pihak. 

 

B. Kontrak Baku 

1. Pengertian Kontrak Baku 

Kontrak baku l adalah kontrak yang be lntulknya telrtullis belrulpa 

formullir-formullir yang isinya te llah dibakulkan telrle lbih dahullul se lcara 

se lpihak olelh pihak produlse ln se lrta belrsifat masal tanpa 

melmpe lrtimbangkan pe lrbeldaan kondisi yang dimiliki olelh konsu lme ln. 

Kontrak ini ulmulmnya me lrulpakan belntulk kontrak delngan klaulsulla 
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e lksonelrasi, artinya me lmbatasi ataul me lmbelbaskan tanggulngjawab 

salah satul pihak (krelditulr).25 

Se lcara khulsuls ke lbe lradaan kontrak bakul tidak diatulr dalam 

pe lru lndang-ulndangan dan julga tidak dilarang olelh ulndang-ulndang. 

Kontrak bakul te llah ada dan elksis se ljak ribulan tahuln yang lalul dalam 

dulnia bisnis. Pelngatulran kontrak bakul dapat kita telmulkan pada 

be lbelrapa pelratulran pe lrulndang-ulndangan be lrikult:26 

1) Ulndang-ulndang Nomor 8 Tahuln 1998 telntang Pe lrulbahan Ulndang-

u lndang Nomor 7 Tahuln 1992 telntang Pe lrbankan. 

2) Ulndang-ulndang Nomor 8 te lntang Pe lrlindulngan Konsulme ln. UlUlPK 

melnje llaskan selcara khulsuls pe lnge lrtian pasal 1 angka 10 ke lmuldian 

melnje llaskan keltelntulan yang tidak bole lh dicantulmkan dalam 

kontrak bakul di dalam pasal 18. 

3) Rancangan ulndang-ulndang te lntang Kontrak. Kontrak ini dijellaskan 

dalam pasal 2.19 sampai delngan pasal 2.22. 

4) Pe lratulran Otoritas Jasa Ke lulangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang di 

u lndangkan pada 6 Agulstuls 2013. 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang 

merupakan syarat yang berisikan pembebasan tanggung jawab (pihak 

produsen). Oleh karena itu, klausula ini digunakan dalam perjanjian 

                                                             
25 Lukman Santoso, Amin Tohari, dkk, Dinamika Hukum Kontrak Indonesia  

(Yogyakarta: Truss Media Grafika, 2017), 167. 
26 Ibid.167–168. 
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yang beritikad baik. Namun jika berimpak kerugian karena 

kesengajaan dan bertentangan dengan kesusilaan, pengadilan dapat 

mengesampingkan klausula dan dapat dibatalkan demi hukum.
27

 

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:
28

  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

c. Suatu hal tertentu. 

d.Suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan syarat tersebut di atas merupakan syarat dari suatu 

kebebasan berkontrak. Perjanjian baku dalam hal ini tidak melanggar 

asas tersebut, karena pihak konsumen masih diberikan kesempatan 

untuk memilih menyetujui atau menolak perjanjian. Suatu sebab 

adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila 

sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 

1337 KUHPerdata).
29

 

3. Kontrak baku yang di larang 

Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa secara yuridis 

perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki 

Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Ditambahkan pula bahwa dalam 

perjanjian baku, tampak perbedaan posisi antara pengusaha dan 

                                                             
27 Ramziati,dkk, Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis (Lhokseumawe: 

Unimal Press, 2019), 93. 
28

 Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
29

 Ramziati,dkk, Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis (Lhokseumawe: 

Unimal Press, 2019), 93. 
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konsumen, dimana konsumen tidak diberi kesempatan untuk 

melakukan penawaran atas perjanjian. Dalam hal ini konsumen tidak 

memiliki kebebasan untuk mengemukakan kehendak menyangkut 

dengan isi perjanjian.
30

 Ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur-

unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata, maka 

tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan mengikat. Meskipun 

demikian secara umum keberadaan perjanjian baku tidak melanggar 

ketentuan dan masih memenuhi syarat sah kontrak (perjanjian).
31

 

Dengan demikian, maka perjanjian baku masih digunakan dalam 

kegiatan perdagangan dan masih digunakan hingga saat ini, dan 

semakin berkembang disebabkan dipandang dapat dipermudah dalam 

mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu 

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat  kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang 

dinyatakan cukup untuk itu.
32

 Oleh Karena itu, perjanjian baku adalah 

suatu perjanjian yang bersifat sah dan mengikat bagi para pihak. 

Namun, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ditemukan 

adanya pengalihan tanggung jawab atau klausula yang membebankan 

berat bagi konsumen, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian ke 

pengadilan. 

                                                             
30

 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya 

(Bandung: t.tp., 1981), 47. 
31 Pasal 1320 KUHPerdata. 
32 Pasal 1338 KUHPerdata. 
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Larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dagang 

menggunakan klausula baku, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 

ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan bahwa: “pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dagangannya dilarang menggunakan klausula 

baku dalam perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha.” Klausula baku yang dilarang adalah: 
33

 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen.  

c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen. 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran.  

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.  

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek 

jual beli jasa.  

                                                             
33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen 
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g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatan jasa yang dibelinya.  

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap 

barang yang dibelinya oleh konsumen secara angsuran. 
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BAB III 

PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN KLAUSULA BAKU PADA 

PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIṢAH   

DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO 

 

A. Profil BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan Mekanisme Pembiayaan 

Akad Mushārakah Mutanāqiṣah 

1. Sejarah BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

BMT Hasanah me lmullai pelrjalanan bisnisnya se lbagai kope lrasi 

syariah se ljak tahuln 2011. Pelndirian BMT Hasanah diprakarsai olelh 

Bapak Aguls E ldi Sulmanto sellakul aktivis Le lmbaga Ke lulangan Syariah 

Non Bank di Jakarta (Dirult Takafull Ke llularga), be lrsama tokoh-tokoh 

aktivis Islam yang te lrgabulng dalam Pelrsyarikatan Mulhammadiyah 

yaitu l Pimpinan Cabang Mulhammadiyah Sambit dan anggotanya. 

De lngan me lnghadirkan belliaul ulntulk melmbe lrikan wawasan dan alasan 

melngapa ulmat Islam haruls be lrjihad di dalam elkonomi Syariah delngan 

melndirikan Le lmbaga Ke lulangan Mikro Syariah ataul de lngan se lbultan 

Baitull Maal wat-Tamwil, pada tahuln 2007. 

Dalam pelrsiapan KSPP Syariah BMT Hasanah be lrdiri, delngan 

be lranggotakan 23 orang yang siap dan be lrkomitmeln u lntulk 

melnge lmbangkan e lkonomi Syariah. Hingga pada waktul pelmbulkaan 

telpatnya tanggal 24 Se lpte lmbelr 2011 tellah telrcatat selbanyak 85 

anggota de lngan Kantor yang be lrke lduldulkan di jalan Ponorogo-
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Trelnggale lk Dulsuln Tamansari, Delsa Sambit, Ke lcamatan Sambit,  

Ponorogo. 

Latar be llakang be lrdirinya BMT Hasanah ini karelna be lrtuljulan 

ulntu lk melmbantul pelrmasalahan masyarakat kelcil dan melningkatkan 

pe lnghasilan melrelka. BMT Hasanah julga belrulpaya me lmbelrdayakan 

ulmat selcara kelbe lrsamaan mellaluli kelgiatan simpanan dan pelmbiayaan 

se lrta kelgiatan-ke lgiatan lain yang be lrdampak pada pelningkatan 

e lkonomi anggota dan mitra binaan kel arah yang lelbih baik, lelbih 

aman, selrta lelbih adil. 

BMT Hasanah me lmiliki belbe lrapa program kelgiatan diantaranya 

adalah pelnghimpulnan simpanan, pelmbiayaan produlk dan jasa ulntulk 

anggota, pe lmbiayaan modal ulsaha ulntulk anggota, pe lnghimpulnan 

zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, selrta pelmbinaan, pelndampingan dan 

pe lnge lmbangan UlKM. 

2. Visi dan Misi 

1. Visi : me lnjadi lelmbaga telrpe lrcaya yang me lnginspirasi , 

melngge lrakkan dan melmbanguln ke lmandirian elkonomi ulmat delngan 

prinsip syariah.  

2. Misi : Me lnanamkan nilai-nilai kelmulliaan dalam melmandirikan 

e lkonomi ulmat,  melndidik, melmbina dan melndampingi masyarakat 

agar mampul melnge lmbangkan bakat me lnuljul ke lmandirian elkonomi 

de lngan be lr-akhlak mullia, melndorong dan melningkatkan pe lran selrta 
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masyarakat dalam melngulpayakan ke lmandirian elkonomi ulmat 

de lngan me lnye ldiakan layanan profe lsional, intelgritas dan amanah. 

3. Struktur Organisasi 

Dalam sulatul lelmbaga telntul melmiliki selbulah strulktulr organisasi, 

be lgitulpulla delngan BMT Hasanah.  Be lrikult me lrulpakan strulktulr 

organisasi di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

4. Mekanisme Pembiayaan Akad Mushārakah Mutanāqiṣah 

Me lkanismel pe lmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah ini 

tidak jaulh be lrbelda de lngan te lori yang ada pada Otoritas Jasa Ke lulangan. 

Me lkanismel ini digulnakan selbagai rangkaian prose ls pelngajulan 

pe lmbiayaan. De lngan adanya me lkanismel maka selmula tahapan akan 

telrsu lsuln de lngan baik. Pihak BMT Hasanah Jabulng dalam hal ini 

be lrpelran aktif ulntulk melne lntulkan anggota yang layak ataul tidak ulntulk 

melmpe lrolelh pe lmbiayaan. Ibul Nabila melnjellaskan, 
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 “Ulntulk melkanismel tidak jaulh belrbe lda de lngan telori yang ada 

pada Otoritas Jasa Ke lulangan. Mulshārakah multanāqiṣah itul 

dipelrsamakan delngan saham. Alulrnya ke ldula bellah pihak haruls 

saling melmiliki selbulah objelk, namuln se lbellulm itul objelk 

telrse lbult haruls dimiliki selcara kelse llulrulhan olelh salah satul 

pihak, lalul pihak yang satu lnya me lmbe lli porsi kelpe lmilikan dan 

be lsar porsinya itul tellah ditelntulkan olelh pihak BMT.”1 

Ulntulk tahapan pelmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah 

adalah selbagai belrikult:  

1. Prose ls awal dari pelngajulan pelmbiayaan mu lshārakah 

multanāqiṣah adalah melngisi be lrkas sulrat pelngajulan 

pe lmbiayaan, melle lngkapi be lrkas pelrsyaratan pelngajulan. Ulntulk 

pe lrsyaratan culkulp de lngan be lrkas FC KTP, FC KK dan 

Jaminan.  

2. Prose ls yang ke ldula be lrkaitan delngan analisis ulntulk mellihat 

ke ladaan dari anggota. Be lrkas pe lrsyaratan diselrahkan kelpada 

pihak markelting dan pihak markelting akan mellakulkan sulrve li 

de lngan pe lnilaian 5C.  

3. Se llanjultnya pihak markelting akan mellaporkan hasil sulrve li 

ke lpada manajelr pe lmbiayaan ulntulk pe lngambilan kelpu ltulsan 

antara seltulju l ataul tidak seltuljul.  

4. Jika manajelr se ltuljul maka pihak markelting akan melngisi sulrat 

pe lngajulan pe lmbiayaan be lse lrta melnghitulng angsulran dari 

pe lmbiayaan yang diajulkan olelh anggota.  

                                                             
1 Nabila Umroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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5. Prose ls yang te lrakhir yaitul pe lnandatanganan akad ataul kontrak, 

dalam prosels ini anggota diwajibkan ulntulk datang langsulng ke l 

kantor BMT Hasanah Jabulng kare lna se llain tanda tangan akad 

teldapat pelncairan pelmbiayaan dan anggota akan melndapatkan 

kartul angsulran.2 

 

B. Pembiayaan Akad Mushārakah Mutanāqiṣah di BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo 

1. Proses Pengajuan Pembiayaan Akad Mushārakah Mutanāqiṣah di 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Prose ls pe lngajulan pelmbiayaan adalah selrangkaian tahapan ataul 

prose ldulr ulntulk melngajulkan pelmbiayaan se lsulai syarat dan keltelntulan 

yang be lrlakul. Prose ls pe lngajulan pelmbiayaan ini belrkaitan delngan 

ke lbijakan-ke lbijakan hulkulm pihak pelrbankan yang dijadikan aculan jika 

ingin me llakulkan pelmbiayaan.  

Dalam melmbelrikan pelmbiayaan kelpada anggotanya BMT 

Hasanah Jabulng me lnggulnakan prinsip 5C yaitul caractelr 

(ke lpribadian), capacity (kelmampulan), capital (kelkayaan), collatelral 

(jaminan/agulnan), condition (keladaan elkonomi). Prinsip telrse lbult yang 

digu lnakan olelh pihak BMT ulntu lk dijadikan pelrtimbangan apakah 

anggota telrse lbult layak dibiayai ataul tidak.3 

                                                             
2 Nabila Umroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
3 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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Se lbe llulm me lndapatkan hasil dari 5C te lrse lbult telntulnya ada 

se lrangkaian prosels yang dilakulkan olelh pihak BMT belrkaitan delngan 

prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan, diantaranya adalah selbagai be lrikult:  

a. Pe lrsyaratan Pe lngajulan Pe lmbiayaan 

Pe lrsyaratan melrulpakan hal yang pe lnting dalam prose ls 

administrasi sulatul bank ataul lelmbaga ke lulangan be lgitul pulla yang 

telrjadi di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo. Syarat-syarat yang 

digulnakan ulntulk pe lngajulan pe lmbiayaan di BMT Hasanah culkulp 

muldah, hal ini dilakulkan agar se lmula orang bisa mellakulkan 

pe lmbiayaan tanpa adanya syarat yang rulmit. Bapak Tony 

melnje llaskan, 

“Ulntulk pelrsyaratan pe lngajulan pelmbiayaan culkulp muldah 

yang dipe lrlulkan hanya FC KTP Istri dan Sulami , FC KK 

dan Jaminan. Ulntulk syarat yang kami lakulkan melmang 

tidak telrlalul rulmit karelna yang kami bantul adalah 

masyarakat yang tidak me lmpulnyai dana ulntulk melndirikan 

sulatul ulsaha. Syarat te lrse lbult julga sangat pe lnting bagi kami 

karelna selbagai bulkti bahwa nasabah telrse lbult siap melnjadi 

anggota dari BMT Hasanah dan agar anggota dapat dibiayai 

de lngan layak. Se llain itul keltika anggota lalai delngan 

ke lwajibanya ulntulk melmbayar maka data itullah yang akan 

digulnakan ulntulk mellacak kelbe lradaan anggota”4 

 

b. Sulrve li dan Prose ls Ve lrifikasi 

BMT Hasanah Jabulng akan mellaku lkan sulrve li ke lpada 

anggota yang me llakulkan pelmbiayaan. Sulrve li dilakulkan agar 

                                                                                                                                                                       
 

 
4 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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melndapatkan hasil apakah anggota te lrse lbult layak dibiayai ataul 

tidak.  

Sulrve li adalah pelnge lce lkan nasabah selcara kelse llulrulhan, 

sulrve ly dilakulkan keltika nasabah tellah melnye lrahkan syarat 

pe lngajulan pelmbiayaan. Sulrve li dilakulkan ulntulk mellihat keladaan 

dari anggota te lrselbult. Bapak Tony me lnje llaskan,  

“Ke ltika kami mellakulkan sulrve li haruls dilakulkan atas 

pe lrse ltuljulan anggota, karelna sulrve li ini dilakulkan delngan 

melnggulnakan prinsip 5C maka dibultulhkan keljuljulran pihak 

anggota. Pe lnullis yang pe lrtama ada ke lpribadian orang 

telrse lbult delngan cara belrtanya ke lpada orang-orang te lrdelkat 

se lpe lrti teltangga dan julga dilihat dari apakah anggota 

telrse lbult pelrnah melmiliki catatan melrah pada lelmbaga 

pe lrbankan lainnya, yang ke ldula yaitul kapasitas ataul 

ke lmampulan orang telrse lbult ulntulk me lmbayar pe lmbiayaan 

se ltiap bullan. Ke lmampulan bayar ini bisa dilihat dari 

ke lkayaan dan kondisi elkonomi dari anggota. Prinsip yang 

ke l lima yaitul be lrkaitan delngan jaminan yang dibe lrikan olelh 

anggota. Se lte llah sulrve li dilakulkan maka akan melndapatkan 

hasil apakah nasabah telrse lbult layak dibiayai ataul tidak. Jika 

melndapatkan hasil seltu ljul maka anggota akan didaftarkan 

olelh pihak marke lting dan se llanjultnya pe lncairan 

pe lmbiayaan akan dilakulkan olelh pihak BMT”5 

 

c. Kontrak Akad Mulshārakah Mu ltanāqiṣah 

Se lrangkaian prosels diatas telntul melmbultulhkan selbulah 

kontrak agar telrdapat bulkti yang me lnyatakan bahwa keldula bellah 

pihak tellah selpakat ulntulk me llakulkan ke lrja sama ataul prose ls 

transaksi. Kontrak telrse lbult dibulat selcara bakul ataul se lpihak olelh 

                                                             
5 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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pihak BMT agar melmuldahkan ataul melmpelrce lpat prosels 

pe lndaftaran. Bapak Tony me lnje llaskan,  

“Tuljulan dari adanya kontrak ini adalah selbagai tanda  

bahwa anggota te llah melngikatkan diri delngan pihak BMT. 

Se lrta jika ada selngke lta antara keldula be llah pihak maka 

kontrak ini yang akan dijadikan bulkti. Jadi keldula bellah 

pihak akan melrasa aman delngan adanya kontrak ini. 

Me lskipuln kontrak dibulat selcara selpihak olelh pihak BMT, 

teltapi kami julga te ltap belrpatokan kelpada kelse ljahtelraan 

anggota, di dalam kontrak puln tidak ada yang me lmbelratkan 

salah satul pihak, ke lu lntulngan julga kami bagi me lnjadi 

50%:50%. Walaulpuln tidak dibulat selcara belrsama-sama 

teltapi kami julga melnje llaskan isi dari kontrak telrse lbu lt jadi 

telrdapat transparan dalam prose lsnya. Kontrak bakul yang 

kami bulat se lcara se lpihak ini adalah agar me lmuldahkan 

anggota ulntulk se lge lra me lndapatkan pelmbiayaan, jika isi 

kontrak dibulat se lcara belrsama-sama maka waktul yang 

dibultulhkan julga re llatif lama dan akan melmpe lrlambat 

prose ls pe lncairan pelmbiayaan”6 

Dalam kontrak akad mulshārakah multanāqiṣah dijellaskan 

telrkait akad yang digulnakan olelh nasabah, objelk mulshārakah 

multanāqiṣah, proporsi kelpe lmilikan dan jangka waktul pe lrjanjian, 

biaya se lwa, pe lmbellian porsi modal dan bagi hasil ijazah (se lwa), 

se lrta cidelra akad dan kelte lntulan-ke lte lntulan lainnya.  

d. Jaminan ataul Agulnan 

Dalam melmbelrikan pelmbiayaan kelpada anggotanya, BMT 

Hasanah melngharulskan nasabah melmiliki jaminan ulntulk 

melnjamin bahwa dana yang dipinjam akan dikelmbalikan se lsulai 

de lngan waktul yang te llah ditelntulkan. Bapak Tony me lnjellaskan,  

“Adanya jaminan ini adalah ulntulk me lnjamin bahwa dana 

yang dipinjam anggota bisa dike lmbalikan dan ke ltika ada 

                                                             
6 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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kre ldit macelt ataul pe lmbiayaan be lrmasalah jaminan telrse lbult 

bisa digulnakan ulntu lk melngganti dana yang te llah 

dikellularkan olelh pihak BMT Hasanah ulntulk anggota. 

Syarat dari jaminan itul haruls bisa melmiliki nilai misalnya 

motor melrk yamaha harga 10.000.000 dan jaminan telrse lbult 

haruls bisa produlktif artinya bisa melnghasilkan pelndapatan 

yaitul de lngan cara dise lwakan ke lpada orang lain ataul ke lpada 

anggota yang me lmiliki objelk telrse lbult.”7 

 

2. Klausula Baku pada Pembiayaan Akad Mushārakah Mutanāqiṣah 

di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Klaulsulla bakul adalah pelrjanjian yang klau lsull-klaulsullnya te llah 

diteltapkan ataul dirancang ole lh salah satul pihak, se lhingga pihak ke ldula 

tidak dapat mellakulkan ne lgosiasi te lrhadap kontrak telrse lbult. Klaulsulla 

baku l ataul kontrak bakul pada BMT Hasanah Jabulng Ponorogo di 

dalamnya te lrdapat keltelntulan-ke ltelntulan se lpe lrti objelk mulshārakah 

multanāqiṣah, proporsi ke lpe lmilikan dan jangka waktul pe lrjanjian, biaya 

se lwa, pelmbe llian porsi modal dan bagi hasil ijazah (se lwa), selrta cidelra 

akad. Yang dimana masing-masing akan dijellaskan selbagai be lrikult: 

a. Obje lk Mulshārakah Multanāqiṣah  

Pasal 2 

Objek Mushārakah Mutanāqiṣah 

PIHAK KE lDUlA me lnyatakan belnar bahwa obye lk mulshārakah 

multanāqiṣah milik PIHAK KE lDUlA, Para Pihak delngan ini 

se lpakat bahwa obye lk telrse lbult melnjadi kelpe lmilikan belrsama 

de lngan spe lsifikasi selbagai belrikult : de lngan pe lnye lrtaan jaminan 

KK 

                                                             
7 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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1. STNK de lngan atas nama  :  

2. Alamat    :  

3. BPKB nomor   :  

4. Jelnis    :  

5. Me lrk/ Tipe l   :  

6. Warna    :  

7. No Polisi               :  

8. No Rangka   :  

9. No Me lsin               :  

10. Masa Pajak   :  

11. No. STNK               :  

Obje lk mulshārakah multanāqiṣah disini be lrkaitan delngan 

adanya jaminan. Jadi misal yang dijadikan jaminan adalah BPKB 

se lpe lda motor maka objelknya adalah selpe lda motor telrse lbult.  

Julmlah pinjaman julga be lrpe lngaru lh telrhadap objelk 

mulshārakah mu ltanāqiṣah. Ibul Nabila melnjellaskan, 

“Jika pinjaman selmakin belsar maka nilai objelknya se lmakin 

be lsar pulla. Contohnya jika anggota me lngajulkan pinjaman 

se lbe lsar 3.000.000 maka objelk se lpe lda motor saja suldah 

culkulp, namuln jika pinjaman 100.000.000 maka objelk haruls 

lelbih belsar nilainya misalnya adalah mobil. Sellain itul jika 

nilai pinjaman belsar kami akan melnge lsahkan kontrak 

telrse lbult ke lpada notaris.”8 

 

 

 

                                                             
8 Nabila Umroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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b. Proporsi ke lpe lmilikan dan jangka waktul pe lrjanjian 

Pasal 3 

Proporsi Kepemilikan dan Jangka Waktu Perjanjian 

1. Para Pihak selpakat dan delngan ini saling me lngikatkan diri satul 

telrhadap yang  lain, bahwa ulntulk te lrlaksananya mulshārakah 

multanāqiṣah, Para Pihak  te lrlelbih dahullul me lnelntulkan porsi modal 

ke lpelmilikan ulntulk barang yang dise lbult di pasal 2 selsulai 

pe lrmohonan PIHAK KE lDUlA  ke lpada PIHAK PE lRTAMA dan 

karelnanya melnjadi satul kelsatulan yang tidak telrpisahkan dari Akad 

ini.  

2. Para Pihak selpakat bahwa nilai barang te lrse lbult pasal 2 adalah 

Rp. 10.000.000 (Se lpullulh Julta Rulpiah).  

3. Para Pihak melmiliki porsi kelpelmilikan se lbagai be lrikult :  

a. PIHAK PE lRTAMA se lbe lsar Rp. 3.000.000,- (Tiga Julta Rulpiah)  

ataul 30%.  

b. PIHAK KE lDUlA  se lbe lsar Rp. 7.000.000.- (Tuljulh Julta Rulpiah) 

ataul 70%. 

4. Jangka waktul fasilitas pelmbiayaan mulshārakah multanāqiṣah 

be lrlangsulng se llama 10 (Selpullulh Bullan) bullan telrhitulng mullai 5 

Se lptelmbe lr 2023  sampai delngan tanggal  5 Julli  2024. 

Proporsi ke lpe lmilikan melrulpakan pe lmbagian dari 

ke lse llulrulhan kelpe lmilikan objelk yang dimiliki olelh anggota yang 
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se llanjultnya akan dibagi de lngan pihak BMT ke ltika me llakulkan 

transaksi pelmbiayaan. Bapak Tony me lnje llaskan, 

“Proporsi ke lpe lmilikan itul me lrulpakan pe lmbagian dari 

ke lse llulrulhan objelk yang dimiliki olelh anggota. Jadi keltika 

anggota ingin me llakulkan pelmbiayaan di BMT se llulrulh 

ke lpelmilikan haruls dimiliki olelh anggota telrle lbih dahullul 

lalul se ltellah itul pihak BMT akan me lmbelli porsi ke lpelmilikan 

telrse lbult se lsulai de lngan julmlah pe lmbiayaan yang diinginkan 

olelh anggota.. Misalnya motor melrk yamaha harga 

10.000.000, lalul anggota ingin pe lmbiayaan 4.000.000 maka 

proporsi ke lpe lmilikan dibelli olelh pihak BMT adalah 40% 

dan 6.000.000 ulntulk anggota maka porsi kelpe lmilikan 

adalah 60%.”9 

Dalam proporsi kelpelmilikan ini telntul ada jangka waktul 

pe lrjanjian dimana seltellah jangka waktul pe lrjanjian itul se llelsai maka 

proporsi ke lpelmilikan yang dibe lli ole lh pihak BMT haruls 

dikelmbalikan. Bapak Tony me lnjellaskan, 

“Proporsi ke lpelmilikan yang te llah dibelli anggota maka 

melre lka wajib melnge lmbalikan selsulai delngan jangka waktul 

pe lrjanjian. Ulntulk jangka waktul pe lrjanjian ini nasabah bisa 

melmilih antara 6 bullan, 10 bullan, 12 bullan ataul bahkan 

lelbih se lsulai delngan ke lmampulan anggota dalam 

melmbayar.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
10 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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c. Biaya Se lwa 

Pasal 4 

 Biaya Sewa 

1.Biaya-biaya yang te lrjadi akibar pelrjanjian akan ditanggulng 

PIHAK KE lDUlA. 

2. PIHAK KE lDUlA  se lpakat ulntulk melnye lwa barang yang dise lbult 

Pasal 2 dan tellah diselpakati olelh PIHAK PE lRTAMA se lrta 

melmbe lbankan biaya se lwa (Uljroh) selbe lsar Rp. 72.000,- pe lr bullan  

de lngan proporsi bagi hasil 50%:50%. 

Obje lk yang dijadikan jaminan olelh anggota BMT haruls 

bisa melnghasilkan pelndapatan. Pelndapatan ini didapatkan delngan 

melnye lwakan obje lk telrse lbult, bisa diselwakan kelpada orang lain 

maulpuln ke lpada anggota me lmiliki obje lk telrse lbult. Ibul Nabila 

melnje llaskan, 

“Kare lna objelk telrse lbult haruls be lrsifat produlktif maka kami 

melnye lwakan objelk telrse lbult. Biasanya yang me lnye lwa 

adalah anggota yang me lmiliki objelk itul se lndiri, jadi sangat 

jarang bila objelk di selwakan kelpada orang lain karelna 

pe lmilik objelk tidak maul bila barangnya dipakai orang lain 

dan akan timbull kelru lsakan. Ulntulk biaya se lwa ke lpada 

pe lmilik objelk te lrselbult pihak BMT suldah melne ltapkan yaitul 

72.000 se ltiap bullannya, namuln jika yang me lnye lwa orang 

lain kami bisa melne ltapkan biaya yang le lbih belsar 

telrgantulng pe lmakaian dari pelnye lwa.”11 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Nabila Umroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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d. Pe lmbellian Porsi Modal dan Bagi Hasil Ijarah (Se lwa)  

Pasal 5 

Pembelian Porsi Modal dan Bagi Hasil Ijarah (Sewa) 

Para Pihak selpakat bahwa PIHAK KE lDUlA  me lmbelli porsi modal 

PIHAK PE lRTAMA de lngan cara dibayar se ltiap bullan pada tanggal 

5 se ltiap bullan delngan nominal Rp. 420.000 pe lr bullan ditambah 

bagi hasil se lwa se lbe lsar Rp. 36.000,- pe lr bullan selsulai pasal 4, 

de lngan total pelmbayaran se lbelsar Rp. 456.000,- pe lr bullan. PIHAK 

KE lDUlA  se lpakat me lmbayar porsi pokok dan bagi hasil ke lpada 

PIHAK PE lRTAMA paling lambat tanggal 5 seltiap bullan sampai 

akhir pelrjanjian telrcantulm dipasal 3 poin 4. 

Pe lmbellian porsi modal dilakulkan olelh nasabah ke lpada 

pihak BMT, misalnya harga ke lse llulrulhan objelk adalah 10.000.000 

proporsi ke lpelmilikan 3.000.000 ulntulk pihak BMT dan 7.000.000 

u lntulk pihak anggota. Maka yang 3.000.000 ini akan dibelli kelmbali 

olelh anggota de lngan cara melngangsulr se ltiap bullannya.12 

Hasil ijarah ataul selwa nantinya akan dibagi 50%:50%, jadi 

jika objelk itul diselwakan maka hasilnya akan dibagi dula. Biaya 

se lwa yaitul se lbe lsar 72.000 se ltiap bullannya kare lna pelmbagian 

50%:50% maka nasabah hanya me lmbayar ke lpada pihak BMT 

se lbe lsar 36.000.13 

                                                             
12 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
13 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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Pe lmbellian porsi modal dan bagi hasil biaya se lwa 

se llanjultnya diangsulr ole lh anggota se ltiap bullannya se lsulai de lngan 

jangka waktul pe lrjanjian yang te llah dise lpakati belrsama. Ulntulk 

pe lrse lnan angsulran dari pe lmbellian porsi modal olelh anggota te llah 

diteltapkan angka-angka khulsu ls yang suldah dipatok olelh pihak 

BMT.14 

e. Cidelra Akad 

Pasal 8 

Cidera Akad 

Para Pihak tellah se lpakat ulntulk me llaksanakan akad ataul pe lrjanjian 

yang dibulat dan melnjamin pelnge lmbalian ulang dari PIHAK 

PE lRTAMA se lbe llulm jatulh telmpo yang dise lpakati.  

Bilamana telrjadi PIHAK KE lDUlA  tidak bisa me lmbelli ke lmbali 

se llulrulh porsi modal PIHAK PE lRTAMA dan bagi hasil se lwa jatulh 

telmpo dan suldah ditelrbitkan sulrat pelmbelritahulan dari PIHAK 

KE lDUlA  me lnyatakan tidak sanggulp melnge lmbalikan, maka 

de lngan kelse lpakatan Keldula Pihak obye lk akad akan dipelrgulnakan 

u lntulk mellulnasi Pihak I, bilamana ada sisa dari pelnjulalan barang 

jaminan maka se llulrulh sisa dari pe llulnasan dan pelmbayaran bagi 

hasil akan dikelmbalikan kelpada PIHAK KE lDUlA . 

Cidelra akad melrulpakan tindakan yang dilakulkan nasabah 

ke ltika tellah habis masa jatulh te lmpo teltapi tidak bisa melmbelli 

                                                             
14 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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ke lmbali kelse llulrulhan porsi modal yang  dimiliki olelh ole lh pihak 

pe lrtama ataul BMT. De lngan adanya cide lra akad  ini maka ulntulk 

melnge lmbalikan sellulrulh porsi modal maka objelk yang dijamin kan 

olelh anggota haruls digulnakan ulntulk me llulnasi de lngan cara 

mellakulkan pelnjulalan. Bila masih ada sisa pe lnjulalan maka sisa 

telrse lbult dikelmbalikan kelpada anggota.15 

                                                             
15 Tony Sasono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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BAB IV 

ANALISIS MAṢLAḤAH TERHADAP PROSES PENGAJUAN 

PEMBIAYAAN SERTA KLAUSULA BAKU PADA  

PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIṢAH 

DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO 

 

A. Analisis Maṣlaḥah terhadap Proses Pengajuan Pembiayaan pada 

Akad Mushārakah Mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Prose ls pe lngajulan pe lmbiayaan me lrulpakan hal yang pe lnting dalam 

pe lmbelntulkan akad mulshārakah mu ltanāqiṣah. Prose ls pelngajulan ini 

dilakulkan selcara rinci dan sistelmatis olelh pihak BMT agar anggota  bisa 

melndapatkan pelmbiayaan. De lngan adanya akad mulshārakah multanāqiṣah 

masyarakat bisa delngan muldah ulntulk melndapatkan modal ulsaha dan 

masyarakat akan telrbantul ulntulk me lnge lmbangkan ulsahanya. Se llain itul 

de lngan adanya akad mulshārakah multanāqiṣah pihak BMT Hasanah julga 

akan melndapatkan kelu lntulngan se lrta ke lpe lrcayaan dari masyarakat bahwa 

lelmbaga ke lulangan syariah ini bisa melmbantul me lre lka ulntulk me lmpelrbaiki 

e lkonomi.  

Dalam prosels pe lngajulan pe lmbiayaan yang baik adalah delngan 

melmpe lrhatikan keladaan anggota yang ingin me lngajulkan pe lmbiayaan. 

Prose ls pe lngajulan haruls me lnghasilkan manfaat bagi ke ldula bellah pihak dan 

tidak melrulgikan salah satul pihak. Manfaat itul bisa didapatkan dari 
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pe lrsyaratan yang muldah, prosels yang ce lpat dan keltelrbulkaan antara pihak 

BMT de lngan anggota. 

Dalam praktiknya prose ls ini dibulat selcara se lpihak olelh pihak BMT 

agar prose lsnya be lrjalan delngan celpat antara pihak BMT dan anggota. 

Pihak BMT Hasanah Jabulng Ponorogo se llalul melngu lsahakan ulntulk tidak 

melmbe lbani anggota de lngan pe lrsyaratan yang rulmit dan prosels yang lama. 

De lngan pe lrsyaratan yang muldah ini diharapkan masyarakat bisa 

melndapatkan modal ulsaha dari BMT. Hal ini dapat dilihat dari pelrsyaratan 

pe lngaju lan pelmbiayaan yang hanya me lmbultulhkan foto copy KTP dan KK 

se lrta jaminan yang dimiliki olelh anggota. Telntulnya de lngan pe lrsyaratan 

yang muldah sangat be lrmanfaat bagi masyarakat yang ingin me lndirikan 

ulsaha namuln tidak melmpulnyai modal yang culkulp. De lngan adanya BMT 

se lbagai pelrantara diharapkan masyarakat bisa melme lnulhi kelbultulhan 

hidulpnya dan ke lse ljahtelraan masyarakat dapat telrlaksana delngan baik.  

Manfaat dari adanya pe lrsyaratan bagi pihak BMT Hasanah Jabulng 

adalah selbagai bulkti prosels yang je llas dan agar melnjadi bulkti bahwa 

anggota telrse lbult tellah melnjadi bagian dari BMT dan se lbagai data diri 

anggota agar sulatul saat jika anggota tidak melnjalankan kelwajiban 

melmbayar maka data diri telrse lbult bisa digulnakan ulntulk mellacak 

ke lbelradaan anggota.  

Se llain dari pelrsyaratan yang muldah pihak BMT akan me llakulkan 

sulrve li de lngan pe lnilaian 5C. Pelnilaian 5C me lrulpakan pelnilaian yang 

dilakulkan BMT Hasanah ulntulk me llihat apakah anggota te lrse lbult layak 
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dibiayai ataul tidak. Pe lnilaian ini dilakulkan olelh pihak marke lting delngan 

melmpe lrhatikan kelpribadian, kelmampulan, kondisi e lkonomi, kelkayaan dan 

jaminan ataul agulnan. Dalam prosels ini pihak BMT akan sangat 

melmpe lrtimbangkan ke lmampulan anggota  ulntulk melmbayar angsulran 

pe lmbiayaan nantinya. 

Prose ls pe lnilaian 5C ini tidak hanya dilakulkan pihak BMT se lcara 

se lpihak namuln julga haruls me lndapatkan pe lrse ltuljulan ke lpada pihak 

anggota. Bahwa antara pihak BMT dan anggota haruls ada u lnsulr 

ke ltelrbulkaan, anggota dalam hal ini haruls be lrsikap juljulr te lrhadap 

ke lmampulan yang me lrelka miliki. Delngan keljuljulran yang dimiliki anggota 

maka pihak BMT tidak akan melnjadi ragul ulntulk melmbelrikan dananya.  

De lngan adanya pe lnilaian 5C maka pihak BMT akan melndapatkan 

maslahat selpe lrti rasa pelrcaya ke lpada anggotanya, bahwa nantinya anggota 

akan melnge lmbalikan dana yang te llah dikellularkan olelh pihak BMT. 

Telntulnya tanpa ada prosels ini maka pihak BMT tidak akan melnge ltahuli 

se lpe lrti apa keladaan dari anggota te lrse lbult dan akan melnimbullkan rasa 

ke lkhawatiran jika dana yang te llah dikellularkan tidak akan dikelmbalikan.  

Pe lnge lmbalian dana olelh anggota dilakulkan delngan cara angsulran 

se ltiap bullannya. Dalam hal ini jika anggota tidak bisa melnge lmbalikan 

dananya maka yang digulnakan se lbagai gantinya adalah jaminan. Jaminan 

melrulpakan hal yang sangat pe lnting dalam melkanismel BMT Hasanah, 

yang mana kelgulnaan pe lrsyaratan jaminan telrse lbult adalah ulntulk melnjamin  
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bahwa nasabah akan belrtanggulngjawab de lngan modal yang dipinjam dari 

pihak BMT. 

Manfaat dari adanya jaminan ini bagi pihak BMT Hasanah adalah 

se lbagai ganti rulgi jika se ltellah masa jatulh te lmpo anggota tidak bisa 

mellulnasi se llulrulh modal pelmbiayaan. Te lntulnya jika tidak ada jaminan 

maka kelrulgian atas dana yang dike llu larkan se lpelnulhnya akan ditanggulng 

se lpihak olelh pihak BMT. Me lskipuln melmbe lrikan dana delngan pe lrsyaratan 

yang muldah, keltelntulan lain selpe lrti adanya jaminan ini julga haruls 

dipelrhatikan olelh lelmbaga ke lulangan syariah yang lain. 

Dalam melkanismel pelngajulan pe lmbiayaan julga dipe lrlulkan adanya 

se lbulah kontrak. Kontrak me lrulpakan hal yang sangat pe lnting dalam 

pe llaksanaan sistelm lelmbaga kelulangan. Be lgitul pulla selpe lrti yang te lrjadi di 

BMT Hasanah Jabulng  julga me lnggulnakan kontrak selbagai syarat 

pe lrjanjian antara pihak BMT de lngan anggota. Kontrak akad mulshārakah 

multanāqiṣah me lrulpakan sulatul kontrak bakul, yang klaulsulla-klaulsulla nya 

dibulat selcara selpihak olelh BMT Hasanah Jabulng, pihak anggota tinggal 

melnandatangani dan tidak dibelrikan ke lse lmpatan ulntulk mellakulkan 

ne lgosiasi te lrhadap klaulsulla-klaulsulla nya.  

Pihak BMT Hasanah me lmiliki alasan-alasan telrse lndiri telrkait 

de lngan kontrak bakul telrse lbult. Bagi pihak BMT manfaat dari adanya 

kontrak bakul ini salah satulnya yaitul ulntulk melmpe lrcelpat prose ls pe lngajulan 

agar anggota se lge lra melndapatkan dana pe lmbiayaan. Se llain itul kontrak 
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haruls dipelrhatikan karelna jika telrdapat wanpre lstasi maka kontrak inilah 

yang akan dijadikan bulkti antara keldula bellah pihak.  

Dalam prosels pe lngajulan ini haruls te lrdapat melkanismel yang je llas, 

tahapan-tahapan pelrlul dipelrhatikan delngan te lliti karelna tidak selmula 

anggota bisa melne lpati janjinya ulntulk melnge lmbalikan dana maka dari itul 

pihak BMT melne ltapkan atulran-atulran te lrse lbult selcara selpihak. Namuln 

melkanismel telrse lbult tidak sellalul  belrjalan delngan baik, telntulnya te lrdapat 

ke lndala, baik itul dalam pellaksanaannya maulpuln dalam hal kelpelmilikan 

objelk. Misalnya anggota te llah mellakulkan se lmula prosels pe lngajulan 

pe lmbiayaan namuln ke ltika pelnandatanganan akad anggota telrse lbult tidak 

hadir ataul melmultulskan se lcara selpihak, lalul telntang ke lpelmilikan objelk 

yang te llah dibagi melnjadi dula maka nantinya akan timbull kelbingulngan 

siapa yang akan melmbayar pajak, se lrta bila telrjadinya wanpre lstasi maka 

akan melnimbullkan kelndala dalam prosels pe lmbiayaan.1 

Dari pelnjellasan diatas dapat dilihat bahwa maṣlaḥah yang didapat 

olelh pihak BMT Hasanah sangat melmpe lrhatikan pelngatulran yang jellas. 

Se lpe lrti pelrsyaratan yang dibultulhkan manfaatnya ulntulk me llacak 

ke lbelradaan anggota jika anggota mellakulkan wanprelstasi, adanya pe lnilaian 

5C ulntulk me lnulmbulhkan rasa pelrcaya diri pihak BMT bahwa dana yang 

dikellularkan akan dikelmbalikan olelh anggota, jaminan ulntulk me lngganti 

ke lrulgian jika anggota tidak melmbayar se lte llah habis masa jatulh telmpo dan 

kontrak bakul se lbagai bulkti jika nantinya anggota me llakulkan wanprelstasi.  

                                                             
1
Nabila Umroh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024. 
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Maṣlaḥah melrulpakan selgala se lsulatul yang me lndatangkan manfaat 

dan melnghindari adanya kelmuldharatan. 2  Dengan asas kemaslahatan 

dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan 

kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (musyaqqah). Apabila 

dalam pelaksanaan akan terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat 

diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak 

bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah 

dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
3
 

Se llain melmbelrikan manfaat ulntulk pihak BMT Hasanah, te lntulnya 

prose ls pe lngajulan yang muldah julga dirasakan olelh anggota BMT itul 

se lndiri. Ibul Asih me lnjellaskan,  

“Ulntulk pelrsyaratan yang dibultu lhkan dalam pelngajulan pe lmbiayaan 

sangat muldah, kami hanya me lnye lrahkan pe lrsyaratan belrulpa KTP, 

KK dan Jaminan. Hal ini sangat melmbantul kami dalam 

melndapatkan modal ulsaha tanpa pelrsyaratan yang rulmit.”4 

Dari hal telrse lbu lt dapat dilihat bahwa manfaat julga dirasakan olelh 

pihak anggota. Anggota me lrasa bisa muldah melndapatkan modal ulsaha 

tanpa pelrsyaratan yang rulmit. Biasanya di le lmbaga ke lulangan lainnya 

syarat yang dibultulhkan lelbih banyak, se lhingga tidak selmula kalangan 

masyarakat bisa melngakse lsnya.  

Namuln selringkali masyarakat tidak melmpe lrhatikan prosels-prose ls 

yang me lre lka lakulkan ulntulk me lndapatkan biaya ini. Me lnulrult me lrelka yang 

                                                             
2 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 86. 
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 90. 
4 Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024. 
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telrpe lnting adalah melndapatkan modal ulsaha delngan muldah dan pelncairan 

dana yang celpat. Selhingga me lrelka saat melnandatangani kontrak telrse lbult 

tanpa paham dan melnge lrti de lngan isinya me lskipuln pihak BMT suldah 

melnje llaskan isi dari kontrak. Seldangkan pihak BMT Hasanah Jabulng akan 

melnganggap bahwa se ltiap anggota yang te llah melnandatangani kontrak 

telrse lbult be lrarti tellah paham apa yang ada pada isi kontrak dan tellah siap 

ulntulk melnanggulng re lsiko yang akan telrjadi. Ibul Srikati melnjellaskan, 

“Kalaul ulntulk kontrak saya tidak se lpe lnulhnya paham, karelna 

se lwaktul prose ls pe lncairan itul kontrak suldah ada dan saya tinggal 

tanda tangan diatas kontrak dan hanya dije llaskan melnge lnai ju lmlah 

angsulran, jangka waktul, bagi hasil se lwa dan pelnje llasan telntang 

re lsiko yang haruls saya tanggulng ke ltika tidak bisa mellulnasi 

angsulran.”5 

Namuln telrdapat pelndapat anggota pe lmbiayaan lainnya me lskipuln 

dilakulkan kontrak bakul  namuln kontrak telrse lbult adil karelna pihak anggota 

akan melndapatkan pelmbiayaan dan te lntulnya kontrak akan dijadikan 

jaminan jika nanti anggota tidak bisa mellulnasi. Ibul Misine lm melnje llaskan, 

“Me lnulrult saya adil karelna kontrak telrse lbult dijadikan bulkti bahwa 

saya te llah se ltuljul de lngan ke lte lntulan pihak BMT. Ke ltika saya 

dibelrikan pelmbiayaan se lcara muldah telntulnya julga pihak BMT 

tidak ingin rulgi, jadi se lbagai anggota saya hanya me lnaati prosels 

telrse lbult agar celpat melndapatkan pelmbiayaan  se llama kontrak 

telrse lbult tidak melrulgikan bagi saya dan yang te lrpe lnting se ltiap 

bullan saya masih sanggulp ulntu lk me lmbayar.”6 

Dari pelndapat anggota telrse lbult bisa disimpullkan bahwa disini 

melre lka telrlihat pasrah delngan kontrak yang te llah dibulat olelh pihak BMT, 

dimana melre lka tidak maul melncari tahul lelbih dalam telntang kontrak teltapi 

de lmi prosels pe lncairan celpat melre lka mellaksanakan kontrak telrse lbult. Hal 

                                                             
5 Srikati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024. 
6
Misinem, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024. 
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ini bisa diselbabkan dari kulrangnya pe lnge ltahulan olelh anggota telrkait 

de lngan kontrak bakul.  

Me lskipuln kontrak bakul yang dibulat pihak BMT ini selbe lnarnya 

julga de lmi ke lpelntingan nasabah, kulrangnya pe lnge ltahulan anggota te lntang 

kontrak  bisa dijadikan elvalulasi olelh pihak BMT agar se llain melmbe lrikan 

pe lmbiayaan yang muldah me lre lka julga haruls melmpe lrhatikan anggotanya 

agar paham telrkait kontrak. Karelna melskipuln tellah dijellaskan olelh pihak 

BMT ke ltika pelnandatangan kontrak telrkadang anggota tidak paham telrkait 

istilah-istilah yang te lrdapat di dalamnya. Hal ini akan melnjadi masalah 

ke ltika ada wanprelstasi maka pihak anggota akan melrasa rulgi kare lna 

se lbe llulmnya tidak melmpellajari kontrak de lngan baik. Alangkah baiknya 

jika dalam kondisi telrte lntul kontrak telrse lbult dibulat se lcara belrsama-sama 

agar para anggota bisa le llulasa ulntulk me llakulkan ne lgosiasi te lrhadap 

kontrak.  

Dari pelnjellasan diatas dapat dilihat bahwa kedua belah pihak 

dalam prosels pe lngajulan pe lmbiayaan sama-sama mendapatkan manfaat. 

Namun meskipun kedua belah pihak mendapatkan manfaat, bisa dilihat 

bahwa manfaat yang didapatkan lebih banyak kepada pihak BMT Hasanah 

itu sendiri. Pihak BMT memang memperhatikan anggotanya untuk cepat 

mendapatkan pembiayaan tetapi jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi 

maka juga pihak BMT tidak akan memberikan pembiayaan tersebut.  

Manfaat yang didapatkan pihak anggota juga hanya agar anggota tetap 

mendapatkan pembiayan dengan memenuhi semua persyaratan yang ada. 
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Dari hal ini keadaan anggota masih dianggap lemah dan tidak memiliki 

kekuatan untuk melawan karena bagi masyarakat yang kurang mampu dan 

kurang pengetahuan bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan 

pembiayaan dari pihak BMT tanpa memperhatikan bahwa mereka bisa 

dirugikan nantinya dan pihak BMT akan menggunakan kesempatan 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini tidak 

terpenuhi maṣlaḥah yang  amanah dan berkeadilan. Karena disini 

kedudukan nasabah masih lemah dan dengan adanya kontrak baku tersebut 

bisa diguakan pihak BMT untuk mengeksploitasi keadaan nasabah dengan 

mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. 

 

B. Analisis Maṣlaḥah terhadap Klausula Baku pada Akad Mushārakah 

Mutanāqiṣah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Dalam pelmbulatan kontrak yang baik adalah delngan me lnggulnakan 

asas ke lbe lbasan belrkontrak. Dimana keldula be llah pihak dalam hal ini belbas 

melne lntu lkan isi dalam kontrak atas pelrse ltuljulan keldula be llah pihak dan 

tidak ada ulnsulr paksaan ulntulk melnelrima kontrak. Klaulsulla bakul dalam 

pe lmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah di BMT Hasanah Jabulng 

Ponorogo te lrdapat dalam kontrak yang haruls ditandatangani olelh pihak 

anggota de lmi pelrse ltulju lan atas se lgala isi di dalam kontrak. Kontrak dibulat 

se lcara selpihak olelh pihak BMT dan anggota tidak dibelri kelse lmpatan 



68 
 

 

ulntulk mellakulkan nelgosiasi te lrhadap klaulsulla-klaulsulla yang te lrdapat di 

dalam kontrak.  

Klaulsulla bakul pada kontrak bakul ini be lrisi telntang ke lte lntulan-

ke ltelntulan yang me lngatulr obje lk pe lmbiayaan, proporsi ke lpe lmilikan dan 

jangka waktul pe lrjanjian, biaya se lwa, porsi pe lmbellian dan bagi hasil se lwa 

se lrta cidelra akad. Selmula keltelntulan itul diatulr ulntulk melngantisipasi adanya 

ingkar janji dari salah satul pihak yang me llakulkan akad.  

Dari pasal 2 kontrak akad mulshārakah multanāqiṣah objelk haruls 

dise lrtakan dalam klaulsulla bakul. Manfaat dari adanya objelk telrse lbult 

digulnakan se lbagai jaminan. Objelk ini melmang be lrkaitan delngan jaminan 

yang anggota gulnakan se lbagai pe lngganti ke lrulgian jika anggota tidak dapat 

melmbayar se lmula dananya. Julmlah pinjaman julga be lrpe lngarulh te lrhadap 

objelk yang digulnakan, se lmakin belsar pinjaman maka selmakin belsar pulla 

nilai objelk/jaminan. Nilai objelk haruls bisa melnultulp  ke lrulgian yang 

dikellularkan olelh pihak BMT.  

Me lskipuln kontrak  dilaksanakan se lcara se lpihak namuln proporsi 

ke lpelmilikan dan jangka waktul pe lrjanjian ditelntulkan olelh anggota itul 

se lndiri. Selbagaimana yang te lrdapat dalam pasal 3 akad mulshārakah 

multanāqiṣah, dalam pasal telrse lbult melnjellaskan proporsi ke lpelmilikan 

diatulr de lngan se lbe lrapa biaya yang dibultulhkan pihak anggota se lte llah itul 

pihak BMT akan melmbelli porsi modal yang dimiliki olelh anggota. Jadi 

yang me lne lntulkan proporsi ke lpelmilikan ini adalah pihak anggota se lsulai 

de lngan ke lmampulannya me lmbayar.  



69 
 

 

Pihak BMT tidak me lngambil ke lulntulngan se lcara selpihak namuln 

ke lulntulngan dari biaya se lwa julga dibagi sama rata delngan pihak anggota. 

Se lpe lrti yang dije llaskan dalam pasal 4 yang me lngatulr te lntang biaya se lwa 

melnje llaskan bahwa ulntulk biaya se lwa pihak BMT te llah melmiliki patokan-

patokan telrse lndiri ulntulk me lnelntulkan harga se lwa. Me lskipuln dite lntulkan 

olelh pihak BMT namuln ke lulntulngan dari biaya se lwa akan dibagi 

50%:50%.  

Dari pe lmbagian kelulntulngan yang sama rata telrse lbult jellas pihak 

BMT sangat melmpe lrhatikan kelse ljahtelraan dari pihak anggota. Bahwa 

dalam hal ini manfaat dari adanya biaya se lwa adalah ulntulk melndapatkan 

pe lnghasilan yang bisa dibagi antara pihak BMT de lngan anggota. Me lmang 

tuljulan dari adanya akad mulshārakah multanāqiṣah ini adalah agar keldula 

be llah pihak bisa belkelrja sama ulntulk me lmpe lrolelh ke lulntulngan. 

Di samping manfaat telrse lbult telrnyata dalam prosels pe lrhitulngan 

angsulran tidak dijellaskan olelh pihak BMT ke lpada anggota. Be lrkaitan 

de lngan hal ini BMT Hasanah Jabulng tellah melne ltapkan angka-angka 

khulsuls ulntulk melnghitulng julmlah angsulran. Selpe lrti yang te lrdapat dalam 

pasal 5 akad mulshārakah multanāqiṣah, di kelte lntulan pasal telrse lbult hanya 

dijellaskan julmlah angsulran dan pe lnambahan bagi hasil biaya se lwa. 

Pe lrhitulngan dari mana julmlah angsu lran telrse lbult tidak di belritahulkan 

dalam isi kontrak. Ibul Darmi melnjellaskan,  
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“Ulntulk pelrhitulngan angsulran tidak dibelritahulkan, selwaktul ingin 

melnandatangani kontrak disana yang te lrtullis hanya ju lmlah 

angsulrannya”.7 

Pe lrhitulngan yang tidak transparan ini te lntulnya akan melrulgikan 

pihak anggota kare lna dalam hal ini anggota tidak akan melnge ltahuli 

se lbe lrapa pelrse ln ke lulntulngan yang didapatkan olelh pihak BMT. Anggota 

julga akan melrasa bahwa pihak BMT hanya ingin me lngambil kelulntulngan 

yang banyak dari dana yang te llah dikellularkan ulntulk pelmbiayaan. 

Se lharulsnya dalam pelrhitulngan angsulran pihak BMT Hasanah 

melnggu lnakan prinsip transparan, selhingga julmlah angsulran pelmbiayaan 

bisa delngan je llas dikeltahuli julga ole lh anggota. 

Dalam kelte lntulan yang te lrdapat dalam kontrak akad mulshārakah 

multanāqiṣah tidak selmula belrjalan delngan baik, selringkali julga anggota 

tidak belrtanggulng jawab atas angsulrannya dimana anggota se lte llah 

melle lwati masa jatulh telmpo tidak bisa melnge lmbalikan sellulrulh dananya. 

Maka ulntulk me lngantisipasi telrjadinya ke lrulgian telrdapat keltelntulan 

melnge lnai cidelra akad. Ke lbijakan telrse lbult telrdapat dalam pasal 8 yang 

melnye lbultkan ulntulk melngganti kelrulgian akibat wanprelstasi anggota maka 

objelk akan dijulal ulntulk melnultulpi ke lrulgian dan sisa pe lnjulalan akan 

dikelmbalikan kelpada pihak anggota.  

De lngan adanya ke lbijakan telrse lbult maka pihak BMT Hasanah 

Jabulng tidak akan takult jika sulatul saat anggota me lngalami ingkar janji 

ataulpuln kabulr dari tanggulng jawab pelmbayaran angsulran. Pihak anggota 

                                                             
7 Darmi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024. 
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de lngan adanya ke lbijakan cidelra akad maka julga akan belrtanggulng jawab 

de lngan ke lwajibannya dalam melmbayar. Maka keldula bellah pihak delngan 

adanya ke lbijakan ini tidak akan melrasa dirulgikan.  

Se lcara kelse llulrulhan klaulsulla-klaulsulla bakul ini melmang se lngaja 

dibulat olelh pihak BMT Hasanah Jabulng ulntulk me lnelrtibkan seltiap 

nasabahnya dalam mellakulkan pelmbayaran. Selkaliguls se lbagai antisipasi 

agar BMT Hasanah tidak melngalami ke lrulgian atas pelmbiayaan yang 

disalulrkannya. Namuln ulnsulr transparan julga haruls dipe lrhatikan olelh pihak 

BMT agar anggota tidak melrasa lelmah de lngan ke lte lntulan yang dibulat 

se lcara selpihak. Pihak anggota me lmpulnyai hak ulntulk me lnge ltahuli delngan 

jellas se lgala keltelntulan-ke ltelntulan yang dibulat olelh BMT Hasanah Jabulng 

Ponorogo.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa 

pasal atau ketentuan klausula baku dan ada unsur maṣlaḥah keseimbangan  

di mana kerugian akan ditanggung bersama-sama dan jika ada sisa dari 

penjualan objek maka akan dikembalikan kepada nasabah. Namun dalam 

klausula baku tersebut tidak ada unsur amanah dalam perhitungan jumlah 

angsuran, jadi pihak BMT terkesan menutupi jumlah keuntungan yang 

mereka dapatkan dari adanya angsuran tersebut. Dengan tidak adanya 

unsur amanah tersebut bisa dilihat bahwa memang pihak BMT tidak ingin 

anggotanya tau bahwa mereka mengambil keuntungan yang besar dari 

sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota. Hal ini bisa dijadikan evaluasi 

oleh pihak BMT untuk menyertakan setiap perhitungan keuntungan yang 
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akan mereka dapatkan karena pihak anggota juga perlu mengetahui setiap 

hal yang terdapat dalam klausula baku tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa prose ls pe lngajulan pelmbiayaan akad mulshārakah multanāqiṣah 

di BMT Hasanah Jabulng Ponorogo ditinjaul de lngan maṣlaḥah belum 

mengandung unsur maṣlaḥah meskipun terdapat manfaat yang 

dirasakan oleh kedua belah pihak, karena manfaat yang dirasakan atau 

diberikan lebih banyak kepada pihak BMT. Manfaat yang dirasakan 

pihak anggota yaitu hanya persyaratan yang mudah untuk cepat 

mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. Tentunya hal ini pihak 

anggota masih dianggap lemah karena bagi anggota yang terpenting 

adalah tetap mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. 

2. Bahwa dalam beberapa pasal atau ketentuan klausula baku ada unsur 

maṣlaḥah namun dalam klausula baku tersebut tidak ada unsur 

transparan dalam perhitungan jumlah angsuran, jadi pihak BMT 

terkesan menutupi jumlah keuntungan yang mereka dapatkan dari 

adanya angsuran tersebut. Dengan tidak adanya unsur transparan 

tersebut bisa dilihat bahwa memang pihak BMT tidak ingin 

anggotanya tau bahwa mereka mengambil keuntungan yang besar dari 

sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota. 
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B. Saran 

1. Bagi pihak BMT Hasanah Jabulng se lharulsnya me lmbe lri pe lnge ltahulan 

dan pelmahaman telrle lbih dahullul ke lpada anggota te lrkait pelntingnya 

ke lbijakan-ke lbijakan yang dibulat pihak BMT, kare lna ke lbanyakan 

anggota tidak paham maksuld dari adanya kontrak. Bagi anggota yang 

telrpe lnting adalah melre lka melndapatkan pe lmbiayaan ulntulk ulsaha dari 

pihak BMT.  

2. Bagi pihak anggota haruls ce lrmat selbe llulm melnandatangani klaulsulla-

klaulsulla bakul yang te llah dipelrsiapkan olelh pihak BMT, agar jika 

telrjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak anggota tidak melrasa 

diru lgikan.  
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